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Nama : H.R. Erwinsyah Sulistiarto, S.H.
Program Studi: Magister Kenotariatan
Judul : Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan PPAT

Oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 
K/Pdt/2002.

Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang merupakan 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama wajib 
menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib 
membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihak 
kedua kepada pihak pertama. Di Indonesia, jual beli hak atas tanah, untuk 
mengalihkannya harus dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pembantu daripada Pemerintah. Namun 
dalam penulisan tesis dibahas suatu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat 
dihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut pihak pertama) 
didalam akta tersebut tidak setuju menjual tanahnya kepada pembeli (selanjutnya 
disebut pihak kedua), tetapi pihak kedua memaksa pihak pertama untuk menjual 
tanahnya kepada pihak kedua dengan cara menandatangani Akta Pernyataan didepan 
Kapolsek Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 1984. Maka Camat Banjarnegara 
menandatangani Akta Jual Beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksa 
oleh pihak pertama yang kemudian akta tersebut yang berupa Akta Jual Beli Nomor 
58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. Yang mana dengan dibuatnya Akta Jual 
Beli tersebut berarti hak atas tanah dari pihak pertama telah beralih kepada pihak 
kedua. Pokok Permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah kriteria 
suatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan P engadilan, 
khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 
K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006; Bagaimanakah tanggung jawab PPAT 
terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia karena terdapat cacat hukum dalam 
pembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis 
normatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan pada 
penelitian kepustakaan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili kasus ini 
menitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu peijanjian 
menurut KUHperdata.
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Annulment of Sell and Purchase Deed Made Before The 
PPAT By The Supreme Court Decission of Republic 
Indonesian (Analisys The Supreme Court Decission of 
Republic Indonesian Number 2806 K/PDT/2002.

Sales and Purchase Land is law activity that performed by party, by which first party 
must delivered his right owner of his land to the second party and the second party 
must paid up the price consensus amongst them. In Indonesian, sales and Purchase 
Land, that to transfer the right must performed before Land Register Public Officer 
or PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) as government official representatives. 
However, in this Theses will overview a Cancelation of a Land Registration Deed 
Cases that made before PPAT. In this cases, Seller (here in after referred to as First * 
Party) that drawn up in the deed is disagree his land to the Buyer (here in after 
referred to as Second Party), but the Second Party insisted the First party to sold out 
his land to the Second Party by means to signed in a statement Deed before Chief 
Officer Police of Banjamegara May 23 1984. Therefore, Camat Banjamegara signed 
in previous Sales and Purchase Deed that signed in forced by first party with number 
of deed 58/V/PPAT/1984 dated on May 28 1984. By already made of the said deed 
means the authority of first party has already transfer to the second party. The 
objective of this case is what is the criteria of cancel By The Law according to court 
resolution? Especially in Supreme Court Resolution of Republik Indonesia Number 
2806 K/PDT/2002 dated on January 23, 2006; How PPAT response to the said deed 
that clarified Cancel By The Law caused of law incapable? Research Methods 
applied are Juridis normarmative by evaluative that focusing Bibliograph Research, 
the Supreme Court Judge Council in judging this case focused on the qualification 
obliged for the validity of an agreement according to the Indonesian Civil Code.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki tanah. Yang 

mana tanah-tanah tersebut digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan juga 

sebagai investasi untuk masa depan. Untuk memperoleh tanah yang diinginkan 

tersebut, adapun caranya adalah diantaranya dengan jual beli. Jual beli merupakan 

salah satu perbuatan hukum. Istilah jual beli tersebut mencakup dua perbuatan yang 

bertimbal balik; sesuai dengan istilah Belanda “koop en verkoop” yang juga 

mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "verkoop" (menjual) dengan yang 

lainnya "koop” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli hanya disebut “sale" saja 

yang berarti penjualan, begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan 

“vente” yang jugaberarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakai 

perkataan "kauf ’ yang berarti pembelian.1

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata: “jual beli” adalah 

suatu perjanjian yang mengikat, pihak penjual beijanji menyerahkan sesuatu

1 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 1 dan
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barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri/ beijanji 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.2

Selanjutnya isi Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian jual 

beli dianggap sudah terjadi antara pihak penjual dan pembeli seketika setelah m ereka 

mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harga barang tersebut, sekalipun 

barangnya belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Isi ketentuan dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata tersebut diatas pada 

prinsipnya sudah dianggap cukup bagi suatu perjanjian jual beli yang sederhana dan 

berjalan lancar. Sederhana dalam arti benda-benda yang dipeijual belikan tidak 

mengandung atau menimbulkan permasalahan, baik yang terkait dengan benda yang 

dipeijual belikan secara fisik maupun status kepemilikan yang sempurna dimiliki 

oleh penjual ketika perjanjian itu dibuat. Berjalan lancar dalam arti, baik pihak 

penjual maupun pembeli memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan 

peijanjian yang mereka sepakati termasuk diantaranya pembeli telah membayarkan 

harga dan penjual telah menyerahkan barang yang dijualnya. Dengan kata lain, 

ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal tersebut diatas telah cukup sebagai landasan 

hukum bagi praktik jual beli dalam keseharian yang pada umumnya berlaku singkat.

Di Indonesia, p erangkat h ukum yang m engatur tentang t anah a da b eberapa 

peraturan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang 

Peraturan D asar P okok-Pokok A graria yang 1 ebih d ikenal d engan U ndang-Undang 

Pokok Agraria. Di dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 19 ayat (1) menyatakan 

bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 27, 
Edisi Revisi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Ps.1457
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tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, Undang-Undang Pokok Agraria 

(selanjutnya disebut UUPA)telah memerintahkan kepada pemerintah untuk 

melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak-hak 

atas tanah. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut 

PP 24/1997) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961) yang dipandang tidak 

dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada 

pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Menurut Pasal 1 angka 1 PP 24/1997:

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara 

terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 

bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya.

Pendaftaran tanah di Indonesia pada era globalisasi sekarang sangat penting 

karena jaminan kepastian hukum bukan hanya dimaksudkan untuk memastikan 

siapa pemilik tanah pada saat itu, akan tetapi termasuk pula perlindungan hukum
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bagi mereka yang akan memperoleh hak atas bidang tanah tersebut pada waktu yang 

akan datang.

Menurut Pasal 3 PP 24/1997, tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

3. Untuk tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah, menurut Pasal 5 PP 24/1997, diselenggarakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, 

menurut Pasal 6 ayat (2) PP 24/1997, Badan Pertanahan Nasional dibantu oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT)dan pejabat lain yang 

ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan 

Pemerintah ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, misalnya: 

pembuatan akta PPAT oleh PPAT atau PPAT Sementara, pembuatan risalah lelang 

oleh Pejabat Lelang. Yang mana, menurut penjelasan atas PP 24/1997, akta PPAT 

merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran 

tanah.
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Menurut P asal 2 a y a t( l)P P 3  7/1998, A kta t anah yang d ibuat P PAT a kan 

dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah dan perbuatan hukum 

yang aktanya dibuat oleh PPAT tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PP 37/1998, yaitu:

1. Jual Beli

2. Tukar Menukar

3. Hibah

4. Pemasukan Kedalam Perusahaan (Inbreng)

5. Pembagian Hak Bersama

6. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai diatas tanah Hak Milik

7. Pemberian Hak Tanggungan

8. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan Pejabat Umum, sehingga 

akta yang dibuat olehnya merupakan akta otentik. Menurut Pasal 1868 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, S.H dalam bukunya yang beijudul 

Peraturan Jabatan Notaris, pada halaman 55-60, Akta otentik mempunyai tiga macam 

kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yang maksudnya adalah kemampuan dari akta

itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik artinya menandakan
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dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat 

umum.

2. Kekuatan pembuktian formil, yang maksudnya adalah membuktikan kebenaran 

dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan 

sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian material, yang maksudnya adalah membuktikan para 

pihak telah mencapai persetujuan mengenai peijanjian yang dimuat dalam akta 

itu.

Tentunya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta-akta 

mengenai tanah, harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus dibidang 

pertanahan, agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan masalah di kemudian 

hari mengingat akta yang dibuatnya adalah akta otentik yang dapat digunakan 

sebagai alat bukti.

Sesuai dengan yang telah disebutkan diatas, bahwa PPAT berhak membuat 

Akta Jual Beli berkenaan dengan tanah, maka ada suatu permasalahan yang timbul, 

yaitu akta yang dibuat oleh PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah 

Agung; hal ini dikarenakan cacat hukum didalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut. 

Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis akan melakukan penelahahan lebih lanjut 

mengenai akta jual beli yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

dalam hal ini dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 

K/PDT/ 2002 tanggal 23 Januari 2006.
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B. POKOK PERMASALAHAN

Permasalahan yang timbul dan akan dibahas dalam tesis ini, yaitu:

1. Apakah kriteria suatu akta otentik yang dapat dinyatakan batal demi hukum 

menurut putusan pengadilan, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006?

2. Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang 

dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia karena terdapat cacat hukum dalam pembuatannya?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab pokok masalah yang menjadi kajian penulisan tesis ini, 

dilakukan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang bersifat 

evaluatif.Penelitian Yuridis normatif meliputi asas-asas hukum dengan pendekatan 

evaluatif dalam pengelolaan data yakni data-data yang diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis 

Pembatalan Akta PPAT oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006).

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data 

sekunder yakni bahan pustaka hukum, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan 

mengikat pada masyarakat. Dalam tesis ini penulis menggunakan antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997,Permenag / KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
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b. Peraturan perundang-undangan tentang PPAT yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2006.

c. Yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan 

bahan hukum primer; dalam tesis ini berupa buku dan artikel.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan kamus.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi 

kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian hasilnya akan 

dipergunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan, tugas PPAT, jenis-jenis 

akta PPAT, tanggung jawab PPAT dalam ketentuan hukum nasional, bentuk dan 

substansi suatu akta otentik, apa sajakah masalah hukum yang ada dalam akta otentik 

dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 2806 K/PDT/2002, jenis dan 

bentuk kebatalan yang dikenal dalam sistem hukum nasional,sehingga dapat 

diperoleh suatu kesimpulan bentuk pertanggung jawaban PPAT secara perdata atas 

akta otentik yang dibuatnya serta akibat hukum terhadap pihak ketiga atas putusan 

Mahkamah Agung RI nomor 2806 K/PDT/ 2002 yang membatalkan akta PPAT. 

Dengan demikian hasil penelitian akan berbentuk deskriptif evaluatif analisis.
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D. SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang lingkup penulisan ini dilakukan dengan pembabakan sebagai berikut:

BABI

BAB II

Pendahuluan, yang terdiri dari:

1. Latar Belakang Masalah

2. Pokok Permasalahan

3. Metode penelitian.

4. Sistematika penulisan yang memuat rencana sistematika 

penulisan tesis.

Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002).

Bab ini terdiri dari 7 sub bab, yaitu:

1. Teori tentang peijanjian yang memuat peijanjian pada umumnya 

dan asas-asas umum dalam hukum peijanjian.

2. Pengertian Jual Beli yang memuat tentang pengertian jual beli, 

dan pengertian jual beli tanah menurut hukum di Indonesia.

3. Akibat hukum dari peijanjian jual beli yang memuat tentang 

kewajiban penjual dan penyerahan benda yang dijual.

4. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang memuat tentang 

pengertian hak atas tanah, peralihan hak atas tanah melalui jual 

beli, dan syarat-syarat jual beli.
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5. Tinjauan umum tentang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) 

yang memuat tentang pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Keberadaan PPAT, Tugas PPAT, Jenis-jenis akta PPAT, dan 

tanggung jawab PPAT.

6. Deskripsi Penelitian yang memuat posisi kasus daripada Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 

K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006.

7. Analisis hukum yang memuat tentang dasar hukum pembatalan 

akta otentik dan konsekwensi hukum atas pembatalan akta 

PPAT mengenai jual beli, terutama dalam putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 

Januari 2006.

BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari uraian bab sebelumnya, untuk 

kemudian bertitik tolak dari analisis permasalahan, diberikan saran 

yang dianggap perlu.
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BAB II

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT 

OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  

(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2806 K/PDT/2002)

A. TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pertama-tama perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan pengertian tentang 

perikatan ataupun kontrak dengan pengertian peijanjian. Perikatan atau kontrak 

adalah istilah untuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan peijanjian adalah 

istilah untuk peristiwa hukum yang melahirkan kontrak tersebut. Berdasarkan Buku 

III KUHperdata tentang Perikatan, dikatakan bahwa sumber perikatan adalah 

undang-undang ataupun peijanjian.

Hukum Indonesia mengatur peijanjian secara umum didalam KUHperdata 

pada Buku ke III. Bab ke II nya mengatur tentang perikatan-perikatan yang 

dilahirkan dari peijanjian. Sedangkan untuk peijanjian yang lebih khusus diatur 

dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII. Yang perlu diingat adalah keberadaan Buku 

ke III yang bersifat terbuka, artinya dimungkinkan adanya jenis-jenis perikatan 

selain yang diatur dalam Buku ke III ini.

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHperdata adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih. Peijanjian dalam hal ini melahirkan perikatan. Perjanjian 

yang dimaksud diatas adalah peijanjian obligatoir atau peijanjian timbal balik 

dimana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak. 

Dalam praktiknya masyarakat memiliki asumsi bahwa suatu peijanjian adalah harus 

tertulis dan bertandatangan diatas materai ataupun kertas bersegel serta harus asli.

Peijanjian adalah peristiwa hukum, sedangkan perikatan adalah hubungan 

hukumnya, atau dapat dikatakan bahwa peijanjian adalah satu sumber perikatan, 

dikarenakan peijanjian berisi ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak dan 

kewajiban diantara para pihak, sehingga peijanjian yang sah berlaku sebagaimana 

layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Prof. Wiijono Prodjodikoro, S.H “peijanjian” adalah Suatu 

hubungan hukum harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak beijanji atau 

dianggap beijanji melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji itu.3 Kalau menurut Prof. Soebekti, S.H peijanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seorang beijanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling 

beijanji untuk melaksanakan sesuatu hal.4 Sedangkan menurut Kartini Muljadi dan 

Gunawan Widjaja, perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum 

harta kekayaan. Dengan demikian berarti peijanjian juga akan melahirkan hak dan

3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian. (Bandung: Sumur Bandung, 1973)
hal. 19.

4 op. cit, hal. 5.
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kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat 

perjanjian.5

2. Asas-asas Umum Dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas umum yang diatur dalam 

KUHperdata, yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Asas 

ini mengandung arti yaitu bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara 

lisan antara dua orang antara atau lebih telah mengikat dan karenanya telah 

melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, 

segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan meskipun kesepakatan 

tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Dengan demikian, suatu perjanjian 

itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang bersifat pokok dan tidak 

diperlukan lagi suatu formalitas. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat 

dan berlaku sebagai perikatan bagi para yang berjanji tidak memerlukan formalitas. 

Walaupun demikian terhadap asas ini terdapat pengecualian. Pengecualian terhadap 

asas konsensualisme ini yaitu ancaman batalnya suatu perjanjian apabila tidak 

menuruti atau memenuhi bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku 

terhadap perjanjian tertentu.

5 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 2.
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Kesepakatan atau c onsensus m e ru p a k a n  lan g k ah  aw al dari p a ra  p ih a k  yang 

membuat suatu perjanjian jual beli, m aka timbul suatu permasalahan mengenai kapan 

terjadinya kesepakatan tersebut. Untuk menentukan kapan kesepakatan atau 

consensus itu terjadi secara hukum, telah muncul beberapa teori, antara lain menurut 

Munir Fuadi yaitu:

1) Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance)

Menurut teori ini, pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi 

setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan 

penerimaan penawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut. Teori ini 

diakui secara umum di setiap sistim hukum, sungguhpun pengembangan dari teori ini 

banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistim hukum Com mon Law.

2) Teori Kehendak (Wilstheorie)

Teori Kehendak berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara apa 

yang d ikehendaki d engan apa yang d inyatakan dalam k ontrak, m aka yang b erlaku 

adalah apa yang dikehendaki. Sementara apa yang dinyatakan tersebut dianggap 

tidak berlaku. Teori ini menekankan pentingnya kehendak (wil atau intend) dari 

pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi 

dari suatu kontrak diukur dari kehendak tersebut. Dalam kenyataannya, teori yang 

bersifat subjektif ini semakin lama semakin terdesak oleh te o r i- te o r i  yang 

berorientasi kepada hal-hal yang bersifat objektif dan factual.

3) Teori Pernyataan (verklarings theorie)

Teori pernyataan bersifat objektif dan berseberangan dengan teori kehendak. 

Menurut teori ini apabila ada kontroversi antara apa y ang dikehendaki dengan apa
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yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan itulah yang berlaku karena masyarakat 

menghendaki apa yang dinyatakan itu dapat dijadikan pegangan.

4) Teori Pengiriman/Kotak Pos (verzendings/mailbox theorie)

Teori pengiriman menekankan bahwa suatu kata sepakat terbentuk pada saat 

dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu 

kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut, pengirim jawaban telah kehilangan 

kekuasaan atas surat yang dikirimkannya. Hal ini sejalan dengan teori kotak pos 

(mail box theorie) yang berlandaskan pada pemikiran bahwa suatu kontrak dianggap 

teijadi pada saat penerimaan dimasukkan kedalam kotak pos. Untuk kedua teori 

tersebut dalam perkembangan sejarah pemakaiannya dibatasi oleh beberapa 

kekecualian yaitu apabila pihak yang menawarkan menentukan dengan pasti kapan 

dan dengan cara bagaimana suatu penerimaan tawaran dianggap telah dilakukan atau 

telah tidak dilakukan atau jika digunakan media pengiriman berita yang tidak tepat 

atau dikirim dengan media yang tepat tetapi tidak sempuma pengirimannya atau jika 

pengiriman dilakukan melalui kurir sebagai kuasa pengirim.

5) Teori Pengetahuan (vememings theorie)

Menurut teori pengetahuan, suatu kata sepakat dianggap telah terbentuk pada saat 

orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui oleh pihak 

yang menerima tawaran.

6) Teori Penerimaan (ontvangs theorie)

Teori ini lebih konservatif dari pada teori pengetahuan, karena suatu kata sepakat 

baru dianggap telah teijadi apabila balasan dari tawaran tersebut telah diterima oleh 

pihak yang melakukan tawaran.
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7) Teori Kepercayaan (vertrouwens theorie)

Teori kepercayaan mengajarkan bahwa suatu kata sepakat dianggap terjadi pada 

saat adanya pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

8) Teori Ucapan (uitings theorie)

Menurut teori ini, suatu kesepakatan kehendak terjadi pada saat yang 

menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban yang menyatakan bahwa dia 

telah menerima tawaran tersebut.

9) Teori Dugaan

Menurut teori dugaan, tercapainya kata sepakat pada saat pihak penerima 

tawaran telah mengirimkan surat persejuannnya dan dia secara patut dapat menduga 

bahwa pihak yang menawarkan telah mengetahui isi surat tersebut.6 

Dalam praktek teori-teori tersebut diatas hanya bermanfaat ketika terjadi sengketa 

yang diakibatkan oleh perjanjian jual beli yang bermasalah.

Dalam KUHperdata ada pasal mengenai consensus dan dapat ditemui dalam 

rumusan Pasal 1320 KUHperdata yang berbunyi “Untuk sahnya perjanjian, 

diperlukan 4(empat) syarat:

1. Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu petj anj ian.

3. Suatu hal tertentu yang dapat diperjanjikan.

6 Munir Fuadi, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. (Bandung; PT. Citra 
Aditya Bakti 2001), hal. 45-49.
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4. Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang disebut juga sebab 

yang halal”.7

Adapun maksud dari masing-masing syarat sahnya peijanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah 

bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu peijanjian harus ada 

kesepakatan atau setuju mengenai hal-hal yang pokok tentang peijanjian 

tersebut. Yang mana kesepakatan itu teijadi dengan tanpa adanya paksaan dari 

pihak manapun. Yang berarti bahwa kesepakatan itu teijadinya benar-benar 

dari keinginan para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam suatu peijanjian. 

Consensus atau kesepakatan merupakan langkah awal dari para pihak yang 

membuat perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu peijanjian, maksudnya adalah para pihak 

yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian haruslah orang-orang yang 

cakap membuat suatu peijanjian menurut hukum. Didalam Pasal 1329 

KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap h untuk membuat 

perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. 

Ada beberapa orang yang dipandang tidak cakap hukum didalam mengikatkan 

dirinya dalam suatu peijanjian. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk 

membuat suatu peijanjian menurut Pasal 1330 KUHperdata yaitu:

a. Orang-orang yang belum dewasa.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
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c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang- 

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu h al t ertentu yang dapat d iperjanjikan, m aksudnya adalah b ahwa d alam 

perjanjian itu harus ada obyek yang diperjanjikan. Yang dimaksud obyek 

perjanjian adalah prestasi yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh 

salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam syarat ini, undang-undang 

menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokok perjanjian. Barang itu harus suatu barang yang paling 

sedikit dapat ditentukan jenisnya. Sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak 

tertentu, maka perjanjian itu tidak sah.

4. Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, m aksudnya 

adalah isi dan tujuan dari pada yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut 

tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan dan atau 

dengan ketertiban umum. Menurut Pasal 1337 KUHperdata,”bahw a suatu 

sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila 

berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum” .

Ke empat syarat sahnya perjanjian tersebut diatas digolongkan m enjadi dua

kelompok, yaitu:

1. Dua syarat sahnya perjanjian yang ke satu dan kedua m erupakan unsur subyektif.

2. Dua syarat sahnya perjanjian yang ke tiga dan ke empat m erupakan unsur

obyektif.
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Apabila s alah s atu s yarat s ahnya p eijanjian ada yang t idak d ipenuhi, m aka 

peijanjian tersebut batal demi hukum maupun dapat dibatalkan,karena menyebabkan 

teijadinya cacat hukum.

b. Asas Kebebasan Berkontrak:

Merupakan asas yang bersifat universal karena para pihak yang melakukan 

peijanjian mempunyai kebebasan dalam membuat dan menyetujui klausula-klausula 

dari kontrak sesuai dengan maksud dan keinginannya. Asas kebebasan berkontrak 

terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata, yang berbunyi:

“Semua peijanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang 

membuatnya”.8 S emua p eijanjian d isini b erarti p eijanjian apa s aja, b aik peijanjian 

yang telah ada dan telah diatur didalam ketentuan hukum yang berlaku maupun 

peijanjian yang akan muncul yang belum diatur dalam undang-undang. Namun 

meskipun demikian, terdapat pembatasan pada asas tersebut, yaitu:

1. Bahwa peijanjian itu harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Bahwa peijanjian itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban 

umum.

3. Bahwa peijanjian itu tidak merugikan salah satu pihak didalam peijanjian 

tersebut.

4. Bahwa peijanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
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c. Asas Kekuatan Mengikat

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang 

membuatnya. Asas ini tersimpul pada Pasal 1338 ayat (2) KUHperdata yang 

berbunyi:

“Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak 

atau karena adanya alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk 

itu”.9

B. PENGERTIAN JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata: “jual beli” adalah 

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain yang bertindak sebagai pem beli 

mengikat diri beijanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan.10

Dalam Pasal 1458 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian jual beli 

dianggap sudah teijadi antara pihak penjual dan pembeli seketika setelah m ereka 

mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, sekalipun barangnya 

belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.11

Isi ketentuan dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata tersebut diatas pada 

prinsipnya sudah dianggap cukup bagi suatu peijanjian jual beli yang sederhana dan

9 op. cit, Pasal 1338.

10 Ibid, Pasal 1457.

11 Ibid, Pasal 1458.

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



beijalan lancar. Sederhana dalam arti benda-benda yang dipeijual belikan tidak 

mengandung atau menimbulkan permasalahan ,baik yang terkait dengan benda yang 

dipeijual belikan secara fisik maupun status kepemilikan yang sempurna dimiliki 

oleh penjual ketika peijanjian itu dibuat. Beijalan lancar dalam arti, baik pihak 

penjual maupun pembeli memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan 

peijanjian yang mereka sepakati termasuk diantaranya pembeli telah membayarkan 

harga dan penjual telah menyerahkan barang yang dijualnya. Dengan kata lain, 

ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal tersebut diatas telah cukup sebagai landasan 

hukum bagi praktik jual beli dalam keseharian yang pada umumnya berlaku singkat.

Di dalam KUHPerdata Pasal 1458 terdapat kata “peijanjian”, yang berarti 

bahwa di dalam jual beli harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai 

sesuatu yang dipeijual belikan tersebut.

2. Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Hukum Di Indonesia

Jual beli menurut hukum tanah Nasional dapat diartikan suatu perbuatan 

hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada 

pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan 

harganya kepada penjual. Sehingga pada saat jual beli hak atas tanah itu langsung 

beralih dari penjual kepada pembeli.

Jual beli menurut hukum tanah Nasional adalah perbuatan hukum pemindahan 

hak yang mempunyai tiga sifat, yaitu :
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1) Bersifat terang, maksudnya perbuatan hukum tersebut dilakukan dihadapan 

PPAT s ehingga b ukan p erbuatan h ukum yang g elap a tau yang d ilakukan 

secara sembunyi-sembunyi.

2) Bersifat tunai, maksudnya bahwa dengan dilakukannnya perbuatan hukum  

tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain 

yang disertai dengan pembayarannya.

3) Bersifat riil, maksudnya bahwa akta jual beli tersebut telah ditandatangani 

oleh para pihak yang menunjukkan secara nyata atau riil telah dilakukannya 

perbuatan hukum jual beli. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah 

dilakukannya perbuatan hukum pemindahan hak.

C. AKIBAT HUKUM DARI PERJA N JIA N  JU A L BELI

1. Kewajiban Penjual

Didalam KUHperdata diatur kewajiban-kewajiban penjual yang tim bu l d a ri

akibat jual beli pada Pasal-Pasal 1473 sampai dengan 1512. Ketentuan yang pertam a

dari kewajiban penjual yaitu Pasal 1473 KUHperdata yang berbunyi:

“Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia m engikatkan 
diri; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian 
harus ditafsirkan untuk kerugiannya”.

Penguasaan benda secara aman dan tenteram dapat diartikan bahw a pem ilik  

atas benda tersebut dapat menguasai dan menikmati benda tersebut secara 

sebagaimana digambarkan oleh Pasal 570 KUHperdata sebagai berikut:
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“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan 
leluasa,dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan 
sepenuhnya,asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan 
umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya 
dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak 
mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum 
berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.13

Abdul Kadir Muhammad menafsirkan Pasal 570 KUHperdata dengan

pengertian sebagai berikut:

1) Hak milik adalah hak paling utama, karena pemilik dapat menikmatinya 

dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya.

2) Dapat menikmati sepenuhnya, artinya pemilik dapat memakai sepuas-puasnya, 

dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyak- 

banyaknya.

3) Dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya pemilik dapat melakukan apa saja 

tanpa batas terhadap benda miliknya, misalnya memelihara sebaik-baiknya, 

membebani dengan hak-hak kebendaan tertentu, memindahtangankan, merubah 

bentuk, bahkan melenyapkannya.

4) Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh 

penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat menurut undang-undang.

5) Tidak dapat diganggu gugat hendaklah diartikan sejauh untuk memenuhi

kebutuhan pemiliknya secara wajar, dengan memperhatikan kepentingan orang
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lain (kepentingan umum). Penggunaan dan penguasaan hak m ilik dibatasi oleh 

kepentingan orang lain.14

Bagaimanapun juga menurut sistim hukum Indonesia semua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, dalam menafsirkan isi pasal ini 

menyatakan bahwa pada perjanjian jual beli, pihak penjual m empunyai kedudukan 

lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lem ah.15 Jadi penafsiran 

yang membebankan kerugian pada penjual dalam hal adanya pengertian perjanjian 

yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum (openbare orde).

Kewajiban utama bagi penjual, menurut Pasal 1474 KUHperdata adalah:

1) Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.

2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan m enanggung cacat 

yang tersembunyi.16

Mengenai kewajiban penjual harus menanggung kenikmatan tenteram  dan

cacat tersembunyi pada barang yarv§ flvjviBtaya, diatur juga didalam  Pasal 1491 yang

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pem beli 
adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual 
secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat barang tersebut yang

14 Abdul Kadir Muhammad (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 144.

15 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian. (Bandung: Alumni 1986), hal. 190.

16 op. cit, Pasal 1474.
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tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk 
pembatalan pembeliannya”.17

KUHperdata juga mengatur hal-hal lainnya yang merupakan kewajiban penjual yang 

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Menanggung biaya penyerahan apabila tidak ditentukan lain dalam peijanjian 

(Pasal 1476 KUHperdata).

2) Menyerahkan hasil dari barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan 

(Pasal 1460 KUHperdata).

3) Penjual dan pembeli boleh membuat persetujuan-persetujuan istimewa, 

memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang 

ini, bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual 

tidak akan diwajibkan menanggung suatu apapun.(Pasal 1493 KUHperdata).

2. Penyerahan Benda yang Dijual.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa jual beli pada dasarnya 

merupakan pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Mengenai 

penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual kepada pembeli, ilmu hukum 

mengenal tiga jenis penyerahan lainnya, yaitu:

1) Penyerahan dalam bentuk traditio brevi manu, yang berarti penyerahan dengan 

tangan pendek. Penyerahan dengan tangan pendek ini dapat teijadi misalnya 

seorang penyewa yang telah menguasai kebendaan yang dipeijual belikan 

tersebut kemudian membeli kebendaan yang disewa olehnya itu. Dalam hal ini
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pem erahan  fisik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 612 KUHpetdala tidak 

diperlukan lagi.

2) P e n y e ra h a n  dalam bentuk traditio longa manu, atau penyerahan secara tangan 

panjang. Dalam hal penyerahan secar tangan panjang ini, kebendaan yang 

dipeijual belikan berada ditangan seorang pihak ketiga, yang dengan 

tercapainya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga kebendaan yang dijual 

tersebut, pihak ketiga itu akan menyerahkannya kepada pembeli. Jadi dalam hal 

ini penyerahan tidak dilakukan sendiri oleh penjual, melainkan oleh pihak 

ketiga, yang pada umumnya adalah orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh 

pembeli maupun penjual secara bersama-sama.

3) Penyerahan secara constitutum possessorium , atau penyerahan dengan tetap 

menguasai kebendaan yang dijual.18

Penyerahan barang dalam hal jual beli, merupakan tindakan pemindahan 

barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilikan perdata. Kalau ada penyerahan 

barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (juridische levering) di samping 

penyerahan nyata (feitelijke levering), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna; 

penjual harus menyelesaikan penyerahan tersebut.19

Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara 

yuridis, dengan jalan melakukan balik nama (overschrijving) dari nama penjual ke 

nama pembeli. Penyerahan nyata yang dilakukan bersama dengan penyerahan 

yuridis, umumnya terdapat pada penyerahan barang bergerak. Penyerahan sudah

18 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Jual Beli. (Jakarta; Raja Grafmdo Persada, 2005), 
hal. 94-95.

19 op. cit, Pasal 1475.
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dianggap sempurna dengan penyerahan nyata saja (Pasal 612 KUHperdata) 

Demikian juga  halnya dengan penyerahan constitutum possessorium, yakni 

penyerahan barang yang telah dikuasai oleh pihak yang hendak menerima 

penyerahan, harus disempurnakan pihak penjual. Malah kadang-kadang penyerahan 

harus dengan sempurna dilakukan penjual, walaupun harga pembayaran belum lunas 

seluruhnya seperti misalnya dalam sewa-beli (huurkoop).20

Peristiw a perdata untuk memindahkan hak milik, dan penyerahan yang 

dilakukan untuk memindahkan hak milik, disyaratkan harus dibuat dan dilakukan 

oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan 

dialihkan tersebut; ketentuan Pasal 1471 KUHperdata menentukan bahwa: Jual beli 

atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli 

untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ia tidak mengetahui 

bahwa barang itu kepunyaan orang lain.21 Ketentuan Pasal 1471 KUHperdata 

tersebut mempeijelas bahwa hanya pemilik benda yang dijual itu sajalah yang berhak 

untuk menjual kebendaan tersebut.

D. PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang 

terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada 

dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk

20 op. cit, 190.

21 op. cit, Pasal 1471.
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digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak 

tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai 

permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga 

penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada 

diatasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA yang 

menyatakan:

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang 

untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air 

serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang- 

undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka hak-hak atas tanah bukan 

hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan 

bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada 

dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dengan demikian maka yang 

dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari 

permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak hak 

tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan ’’sebagian tubuh bumi yang ada 

dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Hak-hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk 

mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.22

22 Effendi Perangin-Angin, 401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria., cet. 3 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 40.
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Dengan diberikannya hak atas tanah tersebut, maka antara orang atau badan hukum 

telah teijalin suatu hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan.

Dengan adanya hubungan hukum itu, dapatlah dilakukan perbuatan hukum oleh 

yang mempunyai hak itu terhadap tanah dengan pihak lain seperti jual beli, tukar 

menukar dan sebagainya. Seseorang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak 

atas tanah, oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengeijakan atau mengusahakan 

sendiri secara aktif serta wajib pula untuk memelihara, termasuk menambah 

kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut.

UUPA menghendaki supaya hak atas tanah yang di punyai oleh seseorang atau 

badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi 

dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat ataupun 

dengan m enelantarkan t anah t ersebut s ehingga t idak a da m anfaatnya. U UPA t elah 

menentukan beberapa macam hak-hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil 

hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan 

ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hakn atas air dan ruang angkasa yaitu 

hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan dan hak guna ruang angkasa.

2. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah 

yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya 

semula dan menjadi hak pihak lain.23

23 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal 15-18
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Dengan berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual 

beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, 

dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.24

Menurut Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, peralihan hak atas tanah dan hak milik 

atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data 

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

Dalam tesis ini akan difokuskan pada peralihan hak atas tanah melalui jual 

beli. Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus dibuktikan 

dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu Akta Jual Beli yang 

kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a Permenag/Kepala BPN 

3/1997. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah 

(pembeli tanah).25

3. Syarat-Syarat Jual Beli Tanah

Syarat-syarat jual beli tanah ada 2 (dua) yaitu:

2*op .cit. Pasal 26 ayat (1).

25 Saleh adiwinata, pengertian hukum adat menurut UUPA, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1980). 
Hal. 21-30.
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A. Syarat materiil

Syarat-syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah 

tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya.

a) Harus jelas calon penjual; ia harus berhak menjual tanah yang hendak 

dijualnya; dalam hal ini tentunya si pemegang yang sah dari hak atas 

tanah itu yang disebut pemilik.

b) Dalam hal penjual sudah berkeluarga, dan ada persekutuan harta, maka 

suami istri harus hadir dan bertindak sebagai penjual; seandainya suami 

atau istri tidak dapat hadir ,maka harus dibuat surat bukti secara tertulis 

dan sah yang menyatakan bahwa suami atau istri menyetujui menjual 

tanah.

c) Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak mengakibatkan jual 

beli tersebut batal demi hukum. Artinya sejak semula hukum tidak pernah 

menganggap terjadi jual beli.

Dalam hal demikian kepentingan pembeli sangat dirugikan, karena pembeli 

telah membayar harga tanah, sedangkan hak atas tanahnya tidak pernah beralih 

kepadanya. Walaupun penjual masih menguasai tanah itu, namun sewaktu-waktu 

orang yang berhak atas tanah tersebut dapat menuntut melalui pengadilan.

2) Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang

dibelinya.

Hal ini tergantung pada subyek hukum dan obyek hukumnya. Subyek hukum 

adalah status hukum orang yang akan membelinya, sedangkan obyek hukum adalah
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hak apa yang ada pada tanahnya. Misalnya menurut UUPA yang dapat mempunyai 

Hak Milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan badan-badan 

hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.26 Bila hal ini dilanggar, maka jual beli batal 

demi hukum dan tanah jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 

lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang diterima 

oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

3) Tanah yang bersangkutan boleh dipeijual belikan atau tidak dalam sengketa.

Menurut UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek peralihan 

hak adalah:

a) Hak Milik

Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah. Demikian pula setiap peralihannya Hak Milik, hapusnya 

dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan.

b) Hak Guna Usaha.

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara, dalam jangka waktu 25 tahun, untuk perusahaan pertanian, 

perikanan atau peternakan. Demikian juga setiap peralihan Hak Guna Usaha dan 

penghapusan hak tersebut juga harus didaftarkan.

c) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu 

paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

26 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 21 .
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Demikian juga setiap peralihan Hak Guna Bangunan dan penghapusan hak tersebut 

juga harus didaftarkan sebagai bukti yang kuat mengenai sahnya peralihan hak 

tersebut,

d) Hak pakai

Hak Pakai merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Terhadap 

tanah y ang langsung dikuasai oleh Negara haknya dapat dialihkan pada pihak lain 

dengan izin pejabat yang berwenang, sedangkan hak pakai atas tanah hak milik dapat 

beralih pada pihak lain jika dimungkinkan dalam perjanjiannya.

Jika syarat materiil ini tidak dipenuhi, atau dikatakan penjual bukan 

merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli tidak 

memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah menurut undang-undang atau 

tanah yang dipeijual belikan sedang dalam sengketa atau merupakan yang 

tidak boleh dipeijual belikan, maka jual beli tanah tersebut tidak sah.

B. Syarat Formil

Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, PPAT akan membuat

akta.

1) Pembuatan a kta t ersebut h arus d ihadiri o leh p ara p ihak yang m elakukan j ual 

beli atau kuasa yang sah dari penjual dan pembeli dan disaksikan sekurang' 

kurangnya oleh 2(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak 

sebagai saksi.
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2) Akta dibuat dalam bentuk asli dalam dua lembar, yaitu lembar pertama 

sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan dan lembar 

kedua disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran dan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

3) Setelah akta tersebut dibuat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keija sejak 

tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan,PPAT wajib menyampaikan 

akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada 

Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan 

pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut kepada 

para pihak yang bersangkutan.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG P E JABAT PEMBUAT AKTA TANAH 

(PPAT)

1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) sudah dikenal sejak 

berlakunya PP 10/1961 dengan sebutan pejabat yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari UUPA, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasai 19 PP 10/1961 

yang menyatakan bahwa:

“Setiap peijanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, 
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau 
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan 
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh 
Menteri Agraria dan akta tersebut ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka PPAT dikenal sebagai

pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah,
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pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah dan pemberian hak tanggungan 

atas tanah. Atau dengan kata lain menurut Bactiar Effendie, tugas pokok pejabat 

pada saat itu adalah membantu Menteri Agraria membuat akta yang bermaksud 

untuk memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan 

tanah, dan meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.27 

Kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah 

Susun ( selanjutnya disebut UU 16/1985), istilah PPAT ini mendapatkan pengukuhan 

dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana dinyatakan dalam 

ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 16/1985:

(2) Pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan 

akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan di daftarkan pada Kantor Agraria 

Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan menurut Peraturan Pemerintah 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960.

Pengertian PPAT sebagai pejabat umum ditegaskan pertama kali dalam

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta

benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT), sebagaimana

ternyata dalam Pasal 1 angka 4 UUHT yang menyebutkan bahwa:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah 
pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak 
atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa 
membebankan Hak Tanggungan menurut Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku”.

27 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan teniang Hukum Tanah,cet. 3 (Bandung: Alumni, 
1993), hal.78.
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Kemudian PP 24/1997 menegaskan kembali pengertian PPAT sebagai pejabat

umum dimana dalam Pasal 1 angka 24 PP 24/1997 dinyatakan bahwa:

‘‘Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat 
Umum yang diben kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”.

Kemudian PP 37/1998 menegaskan kembali pengertian PPAT sebagai

Pejabat Umum dimana dalam Pasal 1 angka 1 PP 37/1998 menyatakan bahwa:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT,adalah pejabat 
umum yang diben kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun”.

2. Keberadaan PPAT

Dengan berlakunya UUPA, pengaturan PPAT sebagai pejabat untuk pertama 

kali d latur d alam P eraturan M enteri A graria N omor 1 0 T ahun 1 961. K husus yang 

g tur tentang Bentuk Akta” pertama kali dimuat dalam Peraturan Menteri 

g a Nomor 11 Tahun 1961. Kedua peraturan itu menunjuk pada Pasal 19 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sudah diuraikan diatas.

Dalam kaitan dengan melaksanakan Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor 

rtanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan yang ditugaskan 

untuk m elaksanakan k egiatan-kegiatan t ertentu m enurut P P 2 4/1997 d an P eraturan 

Perundang-undangan yang bersangkutan hal mana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) 

dan PP 24/1997. Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomer 

tahun 1997, menetapkan bahwa sebelum melakukan pembuatan akta mengenai 

p ahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, 

PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan 

tempat mengenai kesesuaian sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas
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Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor 

pertanahan setempat, dengan memperlihatkan sertipikat asli.28

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka PPAT pun 

tidak kurang dari sebuah lembaga yang timbul sebagai pelaksana Pendaftaran Tanah. 

Akta-akta Peralihan/ Pemindahan hak yang dibuatnya, merupakan kelengkapan 

berkas dalam rangka Pendaftaran Tanah dimaksud. Dalam bagian pertimbangan dari 

setiap peraturan yang mengatur PPAT, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 dijadikan sebagai dasar rujukan pengaturan itu. Untuk jelasnya perlu dicermati 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 

tersebut.

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat.

Dalam konteks tugas yang demikian itulah dapat di mengerti mengapa 

peraturan yang p ertama kali m engatur i khwal P PAT, a dalah P eraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 5 T ahun 1 960. Khusus terhadap PPAT, Pasal 19 Peraturan Pemerintah itu
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mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 

1961 dan Nomor 15 Tahun 1961. Peraturan yang pertama (Nomor 10 Tahun 1961) 

mengatur tentang PPAT sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta pemindahan 

hak atas tanah, sedangkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 tentang 

PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Pembebanan Hipotik serta Creditverband. 

Melalui Pasal 12 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, kedudukan 

PPAT di tegaskan kembali, yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta 

Pembebanan Hak Jaminan berupa fidusia terhadap bagian rumah susun diatas tanah 

hak Pakai yang berasal dari tanah negara. Jaminan yang dibuat oleh PPAT itu wajib 

didaftarkan di Kantor Pertanahan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985).

Bila memperhatikan lingkup masalah yang dijadikan sebagai objek yang 

memerlukan Akta PPAT, maka hampir seluruhnya merupakan masalah yang menjadi 

bidang keija birokrasi dimasa lalu hingga kini. Disini dapat disebut lingkup masalah 

dimaksud dalam tiga kategori:

Dalam perundang-undangan di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, seorang 

Notaris hanya berwenang membuat akta jual beli atas tanah, sedangkan 

pencatatan balik namanya dilakukan oleh overschrijvings ambtenaar. Sejak 

tahun 1947, kewenangan itu dipegang oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 

(Kadaster),Kini tugas peralihan hak atas tanah ditangani oleh PPAT sebagai 

pejabat yang berwenang membuat aktanya, sedangkan pendaftaran atas 

tanahnya hanya bersifat penyelesaian administratif saja lewat Kantor 

Pertanahan setempat.
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2. Sebelum berlakunya UUPA dalam Jual Beli tanah hak milik adat, sebagian 

menjadi tugas Kepala Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1961, kewenangan tersebut berada pada PPAT.

3. Sebagian tugas Pamong Praja khususnya menyangkut kewenangan membuat 

akta creditverband, sejak berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 

Tahun 1961, kewenangan itu berada ditangan PPAT.

Dari latar belakang yang demikian, maka dapat dimengerti bila hingga tahun 

1996, yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tugas-tugas 

PPAT masih mencirikan kedudukannya sebagai pejabat.29

Di dalam semua peraturan yang telah disebut diatas, kita tidak menemukan 

penegasan tentang status akta PPAT, apakah sebagai akta biasa ataukah sebagai akta 

Otentik. Dengan tidak perlu mengutip kembali Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1961 yang menurunkan peraturan-peraturan dibawahnya, dapat dikatakan 

bahwa rumusannya mirip dengan rumusan Pasal 1868 KUHperdata. Akan tetapi, 

dalam ketentuan KUHperdata tersebut ditegaskan bahwa akta yang dibuat pegawai- 

pegawai umum adalah akta otentik. Secara lengkap bunyi Pasal 1868 adalah “Suatu 

akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- 

Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk 

itu ditempat dimana akta dibuatnya”.30

29 op.cit, hal. 90

30 op.cit, Pasal 1868.
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Ada dua hal yang membedakan kedua ketentuan tersebut:

1. Dalam Pasal 1868 KUHperdata ditegaskan pejabat pembuat akta adalah 

pegawai-pegawai (pejabat) umum, sementara dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 hanya menyebut pejabat.

2. Pasal 1868 KUHperdata menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh pejabat

umum itu adalah akta otentik, sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1961 hanya menyebut akta saja.

Dalam konteks pengaturan seperti ini (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun

1961 dan Pasal 1868 KUHperdata), dapat diduga adanya perbedaan kedudukan 

antara seorang pejabat umum yang membuat akta otentik (Pasal 1868 KUHperdata), 

dengan seorang pejabat yang hanya membuat akta bukti peijanjian(Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961).31 Berbeda dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 beserta semua peraturan yang diturunkan darinya, 

maka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, PPAT disebut secara tegas 

sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta:

1. Pemindahan hak atas tanah

2. Pembebanan hak atas tanah

3. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut perundang-

perundangan yang berlaku Pasal 1 ayat (4).

Dengan demikian, dalam kedudukan seperti pejabat umum lingkup tugas 

seorang P PAT b ertambah s atu j enis 1 agi (Di 1 uar P eraturan P emerintah N omor 1 0 

Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985), yaitu pembuatan Surat
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Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Untuk tugas yang terakhir ini, cakupan 

obyeknya pun cukup luas, yaitu tanah-tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) serta 

tanah-tanah yang belum terdaftar (tanah-tanah bekas milik adat).32

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum mempunyai implikasi pada bentuk 

akta yang dibuatnya, yakni akta yang otentik. Penegasan kedudukan sebagai pejabat 

umum dari seorang PPAT beserta akta yang dibuatnya itu memperoleh peneguhan 

kembali lewat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa 

PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik 

atas satuan rumah susun (Pasal 1 butir 1).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 itu, ditetapkan 

cakupan tugas pokok PPAT, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 

tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan 

oleh perbuatan hukum tersebut.

Pergeseran kedudukan PPAT dari seorang Pejabat menjadi Pejabat Umum, 

membawa posisinya sama dengan Notaris sebagai openbaar ambtenaar. Akta yang 

dibuat o leh P PAT t idak 1 agi b erkadar relaas akta s ebagaimana h alnya su atu b erita 

acara tentang kejadian atau urut-urutan peristiwa yang disaksikannya untuk 

disampaikan kepada Instansi Pertanahan, tetapi sudah berbobot partij akta. Dalam hal 

ini, PPAT dalam aktanya memuat persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan
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dari perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ia harus memastikan 

bahwa perjanjian itu berikut persyaratannya benar seperti apa yang dituntut dalam 

perjanjian itu.

Kalau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, jabatan PPAT terkesan sebagai jabatan 

ikutan Notaris, maka dalam kedua ketentuan tersebut kedua jabatan itu sama 

posisinya. Dengan merujuk pada lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor SK.19/DDA/1971, maka ketentuan yang menentukan bahwa pengangkatan 

seseorang menjadi PPAT harus ditunggu sampai yang bersangkutan diangkat 

menjadi Notaris, tidak bisa lain, memperkuat kesan bahwa jabatan PPAT adalah 

jabatan ikutan Notaris.

Namun baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 maupun dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, kedua jabatan memiliki posisi yang 

sederajat. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 misalnya 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau 

Akta PPAT. Sementara itu dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998, dari sekian syarat umum bagi PPAT, maka terdapat syarat khusus yang 

ditentukan dalam huruf f, yang menetapkan seorang harus merupakan lulusan 

Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Program Pendidikan Khusus PPAT yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Tidak dapat dipastikan apakah kedua aturan itu merupakan terobosan 

terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.19/DDA/1971 yang 

memberi kesan PPAT sebagai jabatan ikutan Notaris. Kalaupun dianggap suatu
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terobosan, tidak dapat dipastikan pula, apakah langkah maju tersebut terkait dengan 

pergeseran kedudukan PPAT sebagai Pejabat Umum seperti halnya Notaris. 

Kepastian tentang itu memang tidak dapat dilacak lewat peraturan-peraturan tersebut 

karena memang tidak dijelaskan disana. Yang dapat dijadikan sebagai landasan 

dugaan terjadinya korelasi pergeseran kedudukan PPAT dengan kesederajatan 

Notaris dan adanya pembagian tugas yang tegas antara PPAT dan Notaris mengenai 

obyek perjanjian yang harus dibuatkan akta otentik bagi perjanjian-perjanjian yang 

menyangkut tanah, sedangkan Notaris membuat akta otentik lain yang tidak 

menyangkut tanah.

3. Tugas PPAT

Tugas pokok PPAT diatur dalam PP 37/1998. Adapun tugasnya adalah 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai 

bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran 

perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemasukan kedalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak 

Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan dan 

pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
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4. Jen is-Jen is A kta PPAT

Ada beberapa jenis akta yang dibuat PPAT sebagai Pejabat Umum yaitu:

1. Akta Jual Beli

2. Akta Tukar Menukar

3. Akta Hibah

4. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan (Inbreng)

5. Akta Pembagian Hak bersama

6. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik

7. Akta Pemberian Hak Tanggungan

8. Akta Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

5. Tanggung Jaw ab PPAT

a. Tanggung Jaw ab Profesi PPAT Secara H ukum

Pada dasarnya tanggung jawab PPAT secara hukum, dapat dikatakan 

merupakan tanggung jawab PPAT dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan akta yaitu 

kewajiban PPAT sebelum membuat akta, pada saat pelaksanaan membuat akta dan 

sesudah membuat akta. Kewajiban PPAT ini diatur dalam PP 24/1997, 

Permenag/Kepala BPN 3/1997, PP 37 1998, Peraturan KBPN Nomor 1/2006.

1) K ew ajiban PPAT Sebelum M em buat Akta

Kewajiban PPAT sebelum membuat akta antara lain diatur dalam, 

a) Pasal 97 ayat (1) dan (2) Permenag/Kepala BPN 3/1997:
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(1) Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau 

pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 

PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor 

Pertanahan mengenai kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar 

yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan 

Sertipikat asli.

(2) Pemeriksaan Sertipikat tersebut dilakukan untuk setiap pembuatan akta 

oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan 

atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka 

pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan 

Industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan 

sertipikat induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan 

menganggap perlu pemeriksaan sertipikat ulang.

b) Pasal 99 ayat (l)Permenag/ Kepala BPN 3/1997:

Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, calon penerima 

hak harus membuat pernyataan yang menyatakan:

bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi 

pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan 

tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

juga tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntae) menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas 

pernyataannya tersebut.
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c) Pasal 100 ayat (1) Pennenag/Kepala BPN 3/1997:

PPAT menolak membuat akta PPAT mengenai hak atas tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun apabila olehnya diterima pemberitahuan tertulis 

bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun itu sedang 

disengketakan dari orang atau badan hukum yang menjadi pihak dalam 

sengketa tersebut dengan disertai dokumen laporan kepada pihak yang 

berwajib, surat gugatan ke pengadilan, atau dengan memperhatikan ketentuan 

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, surat keberatan 

kepada pemegang hak serta dokumen lain yang membuktikan adanya sengketa 

tersebut.

2) Kewajiban PPAT Pada Saat Pelaksanaan Pembuatan Akta

Kewajiban PPAT pada saat pelaksanaan pembuatan akta antara lain diatur

dalam:

a) Pasal 38 ayat (1) pp 24/1997 jo Pasal 101 Permenag/Kepala BPN 3/1997 jo 

Pasal 22 PP 37/1998:

( 0  Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan 

perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya 

dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang- 

perundangan yang berlaku.

(2) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu
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perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai 

kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang 

di tunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan 

hukum tersebut oleh para pihak yang bersangjeutan.

(3) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan 

memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta dan 

prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai 

ketentuan yang berlaku,

b) Pasal 102 Permenag/Kepala BPN 3/1997:

Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di 

Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan diberikan salinannya.

3) Kewajiban PPAT Sesudah Membuat Akta

Kewajiban PPAT sesudah membuat akta antara lain diatur dalam:

a) Pasal 40 ayat (1) dan (2) PP 24/1997 jo. Pasal 103 ayat (1) dan (5) 

Permenag/Kepala BPN 3/ 1997:

(1) Selambat-lambatnya 7(tujuh) hari keija sejak ditandatanganinya 

akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang 

dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada 

Kantor Pertanahan untuk didaftar.
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(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 

disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan,

b) Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) PP 37/1998 dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan KBPN Nomor 1/2006:

Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) PP 37/1998:

(1) PPAT harus membuat satu buku daftar untuk semua akta yang 

dibuatnya.

(2) Buku daftar PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi setiap 

hari keija PPAT dan di tutup setiap akhir hari ke ija  dengan garis 

tinta yang diparaf oleh PPAT yang bersangkutan.

(3) PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang 

dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan dan 

kantor-kantor lain sesuai ketentuan undang-undang atau Peraturan 

Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan 

berikutnya.

Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) peraturan KBPN Nomor 1/2006:

(1) PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua akta 

yang dibuatnya selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan 

berikutnya kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor 

Wilayah.

(2) PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai Akta Jual 

Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan ke Dalam
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Perusahaan, Akta Pembagian Harta Bersama, Akta Pemberian Hak 

Pakai Bangunan Atas Tanah Hak Milik, dan Akta Pemberian Hak 

Pakai Atas Tanah Hak Milik kepada Kepala Kantor Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

b. Tanggung Jawab Profesi PPAT Secara Moral

Tanggung jawab profesi PPAT secara moral berkaitan dengan etika atau 

tingkah laku PPAT baik didalam maupun diluar jabatannya. Mengenai etika ini 

diatur oleh suatu organisasi profesi yang berkaitan dengan profesi PPAT itu sendiri 

yang disebut Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut IPPAT). 

IPPAT tersebut mengatur ketentuan mengenai Kode Etik bagi PPAT sebagai 

peraturan pelaksana ataupun sebagai penjelasan tambahan terhadap ketentuan- 

ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam PP 24/1997, Permenag/ Kepala BPN 

3/1997, PP 37/1998 dan Peraturan KBPN Nomor 1/2006.

Kongres pertama IPPAT yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1997 

menghasilkan Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut 

Kode Etik Profesi PPAT) dimana dalam Pasal 1 Kode Etik tersebut dinyatakan 

bahwa Kode Etik Profesi adalah aturan-aturan yang merupakan panduan yang harus 

ditaati, yang mengatur tingkah laku, lahiriah maupun sikap batiniah, baik dalam 

rangka menjalankan profesi maupun dalam tingkah laku sehari-hari.34

34 Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT), Kongres I IPPAT di Bandung, 1997.
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Ketentuan Kode Etik Profesi PPAT ini secara garis besar mengatur mengenai 

kewajiban ataupun larangan serta sanksi yang dapat diberikan kepada PPAT apabila 

ketentuan tersebut dilanggar oleh yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Kode Etik tersebut disebutkan mengenai sanksi 

yang dapat diberikan kepada seorang PPAT apabila kode etik yang telah ditetapkan 

dilanggar yaitu antara lain dikenakan teguran, peringatan, pemberhentian sementara 

dari keanggotaan IPPAT dan pemecatan dari keanggotaan EPPAT. Kemudian di 

dalam Pasal 7 ayat (2) Kode Etik tersebut disebutkan bahwa pengenaan sanksi-sanksi 

tersebut disesuaikan dengan jenis atau macam pelanggaran yang dilakukan anggota.

Hasil Kongres II IPPAT yang diselenggarakan di Denpasar-Bali tanggal 7-8 

September 2000 telah mengesahkan perubahan anggaran dasar IPPAT yang didalam 

salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa kode etik diatur secara tersendiri dan 

disahkan oleh kongres untuk memelihara martabat PPAT. Sedangkan di dalam Pasal 

20-nya d isebutkan b ahwa u ntuk m enjaga t erlaksananya K ode E tik P PAT d ibentuk 

Dewan Kehormatan yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan 

Kehormatan Daerah.35

Dewan kehormatan ini berfungsi untuk mengawasi PPAT dan berwenang 

untuk mengadili setiap anggota IPPAT yang terbukti nyata-nyata telah melakukan 

pelanggaran Kode Etik yang telah ditetapkan oleh IPPAT sebagai suatu organisasi 

profesi.

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kongres II IPPAT di Denpasar-Bali, tanggal 7-8 September 2000.
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F. KASUS POSISI

Tinjauan tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006.

Para P ihak:

Tergugat adalah Suntoyo bin Abu Sadjangi, pekerjaan Purnawirawan POLRI, 

bertempat tinggal didesa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten 

Banjarnegara; Pemohon Kasasi, dahulu dan Pembanding.

Penggugat adalah Sukiatno, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan 

Kutabanjamegara, Kecamatan Banjarnegara; Termohon Kasasi, dahulu dan 

Terbanding;

Duduk Perkara:

Pada tingkat Pengadilan Negeri.

Para Pihak :

Penggugat adalah Sukiatno, pekeijaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan 

Kutabanjamegara, Kecamatan Banjarnegara.

Tergugat adalah Suntoyo bin Abu Sadjangi, pekeijaan Purnawirawan POLRI, 

bertempat tinggal didesa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten 

Banjarnegara.

Pada tanggal 30 juni 1983 penggugat Suntoyo bin Abu Sadjangi 

meminjamkan uang kepada tergugat Sukiatno sebesar Rp 3.475.015,- (tiga juta 

empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah), guna untuk membayar 

pelunasan pinjaman penggugat kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang 

Banjarnegara,dengan jaminan tanah hak milik penggugat yang dikenal dengan
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sertipikat Hak Milik Nomor: 601 Desa Kutabanjamegara atas nama Sukiatno 

(Penggugat).

Uang pinjaman tersebut diatas oleh tergugat langsung dibayarkan kepada 

Bank R akyat Indonesia dan s elanjutnya t ergugatlah yang m enerima s ertipikat H ak 

Milik Nomor: 601 yang semula dipegang Bank Rakyat Indonesia sebagai jaminan. 

Kemudian setelah tergugat melunasi pinjaman penggugat di BRI tersebut, pada hari 

itu juga ( tanggal 30 Juni 1983 ) tergugat memaksa penggugat untuk menandatangani 

surat pernyataan di atas segel tertanggal 30 Juni 1983, selanjutnya Sertipikat Hak 

Milik Nomor 601 dipegang oleh tergugat. Kemudian pada tanggal 23 Mei 1984 

penggugat dipaksa oleh tergugat untuk menandatangani blanko akta jual beli kosong 

di rumah bapak Abdul Rochim mantan Kepala Kelurahan Kutabanjamegara, 

penggugat menolak menandatangani blanko akta jual beli tersebut, selanjutnya 

penggugat dibawa oleh tergugat bersama-sama dengan bapak Abdul Rochim ke desa 

Wanadadi, kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di rumah 

tergugat di desa Wanadadi, kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sekali 

lagi tergugat memaksa penggugat untuk menandatangani blanko akta jual beli 

kosong, akhirnya pengggugat terpaksa menandatangani blanko akta jual beli kosong 

tersebut. Setelah blanko akta jual beli ditandatangani, kemudian penggugat dibawa 

menghadap PPAT Camat Banjarnegara bapak Soekoyo, BA bersama-sama tergugat 

dan bapak Abdul Rochim. Di hadapan bapak Camat Banjarnegara, penggugat 

menolak untuk menjual tanah Hak Milik penggugat yang dikenal dengan Sertipikat 

Nomor 601 desa Kutabanjamegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten 

Banjarnegara, beserta bangunan yang ada diatasnya, tanah seluas kurang lebih 1274
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meter persegi yang identitas selengkapnya tercatat dalam Sertipikat Nomor 601 

tersebut. Karena kemudian penggugat menolak untuk menjual tanah Hak milik 

tersebut, kemudian penggugat dibawa tergugat untuk menghadap Kapolsek
i
i

Banjarnegara, dan di hadapan Kapolsek Banjarnegara penggugat dipaksa untuk 

membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas kertas segel tertanggal 23 Mei 

1984. Berdasarkan surat pernyataan itulah, Camat Banjarnegara menandatangani 

akta j ual b eli yang s ebelumnya t elah d itandatangani d engan p aksa o leh penggugat 

yang kemudian akta tersebut bernomor 58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. 

Kemudian karena telah dibuatnya akta jual beli tersebut diatas, penggugat 

melaporkan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjarnegara (sekarang 

Kantor Pertanahan), dengan permohonan agar tidak dilakukan pendaftaran peralihan 

hak pada sertipikat Nomor 601 karena jual beli tersebut cacat dalam kata sepakat 

yaitu karena adanya paksaan, akan tetapi pendaftaran peralihan hak tetap dilakukan, 

sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 601 telah tercatat atas nama Suntoyo 

(tergugat). Walaupun demikian, penggugat tetap menempati dan menguasai tanah 

Hak Milik Nomor 601 beserta bangunan diatasnya. Pada tingkat Pengadilan Negeri 

ini, Pengadilan Negeri mengeluarkan Putusan Nomor 38/Pdt G/2000/ PN. BJN, yang 

inti putusannya memenangkan Sukiatno.

Pada Pengadilan Tinggi.

Para Pihak

Suntoyo bin Abu Sadjangi tersebut diatas sebagai Pembanding. Sedangkan Sukiatno 

tersebut diatas sebagai Terbanding.

L ___
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Dengan m embaca surat-surat yang bersangkutan dan kasus yang terjadi antara 

Suntoyo bin Abu Sadjangi dan Sukiatno seperti yang tertera didalam Putusan 

Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 38/Pdt G/2000/PN.BJN, maka Pengadilan 

Tinggi Semarang mengeluarkan Putusan dengan Nomor 455/Pdt/2001/PT. SMG, 

yang inti putusannya memenangkan Sukiatno sebagai terbanding.

Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Para pihak

Suntoyo bin Abu Sadjangi tersebut diatas sebagai Pemohon Kasasi(dahulu 

tergugat/pembanding)sedangkan Sukiatno tersebut diatas sebagai Termohon Kasasi 

(dahulu penggugat/terbanding).

Dengan membaca surat-surat yang bersangkutan dan kasus yang terjadi 

antara Suntoyo bin Abu Sadjangi dan Sukiatno seperti yang tertera di dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 38/PDT G/2000/PN. BJN dan Putusan 

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 455/PDT/2001/PT.SMG, maka Mahkamah 

g g Republik Indonesia m engeluarkan P utusan Nomor: 2 806 K/Pdt/2002, yang 

ri putusannya memenangkan Sukiatno sebagai Termohon Kasasi.

G. ANALISIS HUKUM

1. Dasar Hukum Pembatalan Akta Otentik

Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum. Di Indonesia, hukum 

y g pakai d alam m elakukan j ual b eli t anah b ersifat t unai d an t erang. D an j uga 

harus ditulis pada sebuah akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Camat 

Banjarnegara pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806
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K/PDT/2002 sebenarnya adalah sah, tetapi karena jual beli tersebut dilakukan 

berdasarkan pemaksaan oleh salah satu pihak, yaitu Suntoyo bin Abu Sadjangi 

kepada pihak lain yaitu Sukiatno dalam akta tersebut, maka akta tersebut batal demi 

hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHperdata, yang mana isi dari 

pada pasal tersebut adalah merupakan syarat-syarat sah peijanjian; yang isinya 

sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah 

bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu peijanjian harus ada 

kesepakatan atau setuju mengenai hal-hal yang pokok tentang peijanjian 

tersebut. Yang mana kesepakatan itu teijadi dengan tanpa adanya paksaan dari 

pihak manapun. Yang berarti bahwa kesepakatan itu teijadinya benar-benar 

dari keinginan para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam suatu peijanjian. 

Consensus atau kesepakatan merupakan langkah awal dari para pihak yang 

membuat peijanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu peijanjian, maksudnya adalah para pihak 

yang mengikatkan dirinya dalam suatu peijanjian haruslah orang-orang yang 

cakap membuat suatu peijanjian menurut hukum. Didalam Pasal 1329 

KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap h untuk membuat 

perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. 

Ada beberapa orang yang dipandang tidak cakap hukum didalam mengikatkan 

dirinya dalam suatu peijanjian. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk 

membuat suatu peijanjian menurut Pasal 1330 KUHperdata yaitu:
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a. Orang-orang yang belum  dewasa.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang- 

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat peij anji an-p eijanj ian tertentu.

3. Suatu h al t ertentu yang dapat d iperjanj ikan, m aksudnya adalah b ahwa d alam

perjanjian itu harus ada obyek yang diperjanjikan. Yang dimaksud obyek 

perjanjian adalah prestasi yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh 

salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam syarat ini, undang-undang 

menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokok perjanjian. Barang itu harus suatu barang yang paling 

sedikit dapat ditentukan jenisnya. Sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak 

tertentu, maka perjanjian itu tidak sah.

4- Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, maksudnya

adalah isi dan tujuan dari pada yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut 

tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan dan atau 

dengan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian diatas, yang menyebabkan akta otentik dibatalkan adalah 

tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Oleh karena Suntoyo Bin Abu Sadjangi 

melanggar Pasa\ 1320 KUHperdata, maka atas dasar itulah Mahkamah Agung 

Republik Indonesia memutuskan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT 

(dalam hal ini dilakukan oleh Camat Banjarnegara) batal demi hukum. Menurut 

penulis yang d iputuskan o leh M ahkamah A gung R epublik Indonesia a dalah s udah
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benar, karena memutuskan kasus dalam tesis vni sudah sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku.

2. Konsekwensi Hukum Atas Pembatalan Akta PPAT.

Karena Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT (Camat Banjarnegara), 

maka mempunyai konsekwensi hukum, yaitu:

a. Bahwa tanah yang menjadi obyek dalam hal jual beli dalam kasus ini tetap 

menjadi milik Sukiatno.

b. Bahwa Sukiatno membayar hutangnya kepada Suntoyo Bin Abu Sajdangi. 

Demikianlah akhir dari pada kasus ini dengan keputusanyang sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah dikemukakan pada Bab I dan Bab II dari penulisan Tesis

ini, m aka penulis menyimpulkan:

1. Pembatalan AIcta Jual Beli tanah dapat dilakukan meskipun akta tersebut dibuat 

dihadapan pejabat yang berwenang. Hal ini dapat dilakukan karena diantara 

para pihak didalam Akta Jual Beli tersebut adanya paksaan untuk 

menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa pihak pertama menyetujui 

menjual tanah miliknya kepada pihak kedua. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 

KUHper, yang mana pasal ini menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian 

yang diantaranya adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

mengadakan perjanjian tersebut. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada 

pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

2. Keputusan Mahkamah Agung No 2806 K/PDT/2002, tanggal 23 Januari 2006 

sepenuhnya adalah benar karena dalam memutus perkara ini Mahkamah Agung 

dengan memakai dasar bahwa suatu peristiwa hukum jual beli tanah 

diantaranya harus dengan menerapkan Pasal 1320 KUHper. Apabila tidak
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terpenuhi dari isi Pasal 1320 KUHper tersebut, maka jual beli tersebut batal 

demi hukum.

Dan mengenai Camat Kutabanjamegara, pada waktu hendak menandatangani

Akta Jual Beli antara Sukiatno dengan Suntoyo Bin Abu Sadjangi yang aktanya

telah ditandatangani lebih dahulu oleh pihak pertama dan pihak kedua bukan

dihadapan Camat bersangkutan tanpa mempersoalkan lagi kenapa formulir

Akta Jual Beli telah ditandatangani lebih dahulu. Dapat dinyatakan tidak

profesional dan tidak teliti dalam menjalankan tugas jabatannya, karena tidak

menanyakan lagi kepada Sukiatno apakah betul Sukiatno hendak menjual

tanahnya kepada Suntoyo Bin Abu Sadjangi, dapat di hukum karena bisa saja

Camat yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut lalai dalam melaksanakan 

tugasnya.

B. SARAN

Pabila para subjek hukum ingin melakukan jual beli, khususnya jual beli 
t&nsh, maka hendalriov«

melakukannya dengan mengikuti semua peraturan normatif
yang ada. Dan .

Juga kepada para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didalam

menjalankan kewajibannya agar lebih hati-hati, apalagi terhadap klien yang

menyerahkan blanpVo i . , . , , .s*-0 kosong yang telah ditandatangani oleh salah satu pihak dan

atau kedua belah pihak yang hendak membuat Akta Jual Beli bersangkutan.

Sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari yang dapat merugikan banyak 

pihak.
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jjj j: ;civi>X(*£F uib.-iiiii'jr xuoE2iai z:sq iuei ssul i —— —.

f ttf fa d  U « w tlq p r4  b t ^ o i w s a n  y tn g  MMciicsa dan mangadili

j:.*.:?«. »d-C-vi« ¿r.?.m; ^o rsd llcn  perteaa  to leh  menjatuh Iran

f  utusan tcbogot Wrifcot» data» ?ccfcococga » - ...............  . .■■
5< tkx A T  N O |  ^ cWooofw tsatfto , borieayat tinggal d i Kelu —r. 

\Aa°  Votoft»l4ltob<*v3a4*o9araj Kecamatan Banjaroogara
V  ,  •

1 &  l f a $ a t a g a p f ,  selanjutnya 41 —
I I®1- A
f \  i«U»t Selegal W<CCb8S«r j  ----------------------!— W
J * 9J ’ tw*tov>a«. ^
- '  J w a n o  b itt  f « u r$ u u i  Purnawirawan FOLHI, b« r «̂ s

’ faefufr 4ri«$)oL d i  Dosa tfrjutdadi» Kecamatan -7
r«\ ^

Wa«rf«£ii b ibapg i tivOaajgjnasagaf yang selang»,

ju t i^ 'a  d ise b u t s e b e ja i  Ti2GU3A!P j ............... t  .

• V o^erin te ii u’olilc In io n esia  Cq. ICepela 3«lan Pertanahan .Ha -

S io a c l  Cij. liepclt. ^aian  -ertenehan  jfasional Kanwil . ~r-'

3oW V'rcrgaV»ui ¿eacrcn j 0$. ICo^ela Kantor Pertanahan Kabupaten.

d i  2unjaruejci’a» yang se lan ju tnya d isebut pc

'SJJBS2 t 'U a T J O i j ____________________________________ _

fWGAWtdH Ves$>t to&aioot ; --------------- :----
S iW flk  M M (U ^  tscctaJ-berkaa delea perkara in i j ----t——

>ja»cxa.i .nenieii^ar ysn,» beiperkara | ■ - ■' ■ • <

-»ewolali ¡¿oiarilcsa k e ia ra ^ u n  sa k o l-s& sl j —.——■ . .

-■otelali memeriksa bulcti-ovcrti } — ------------------------------”7r ^ l

,  *  ’ **'« 
DucuiinrA '¿wuskt 

i.oni^barvj, oahva * o i^ ju ja t «eleh Mengajukan gugatanpya t e s r  

^  «o w tu o  20CC yonj ■tei'de^ier d i  Kepaniteraan PengadU,ah• 

° ‘ i  - “ 'Jew M jera  ¿ e lsa  -o - ic to r  yeiv^ra  ie id a ta  Honor t 38 /  -  

V ^ —■/--•-^4«. jjciU; »aaijycl 27 -‘O.ie&ibor 2COO yang peda

pokoknya.. . . . . .
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>oSoo'.'Jve. a d a la h  pob^-c i b o r iia it  i ----------—  , ------------ . fS "fvMvV© 'tO '  "
-  ‘.peda. tfcrvojri 3^ «un i 1933 Viorsu^jai meminja mkan  Mang- .rp..

lco.:ed a  io-MLWfct te b a a t r  *fc>. 3 .4 7 5 .0 1 5 ,-  ( t i g a  Ju ta 'e m p a t 

n v iu s  tu ju a  p u lu h  li; ..z  r ib u  l i^ c . b o laa  rv© iah )» guna meab'a fcj; 

” « ?  i.oluiiasrr* - ©«¿¿vyet 2cepoda Bank Hafcyat I a ia n a n l*

'\ •••^ / C aosiij -k 'iijir.'.o^ai'a , p in je u a n  Pongijugat kepada E 2 I.-« .. 

«o-'coJivt d o n ja ii J^.a.:uin tunali Ldc i s i l ik  Penggugat yang, dik*j*£_A 

n r l  dongan S o r t i f i k a t  Zek - J - lilc  iiomor i 601 Deaa JCut ¿ b a n ja r - ,^  

u a ja r t :  ats.G n u m  £AJ.H.'i.'.iC ( -o n c o ^ ja t  ) i ___________- ■■■ - .V ,'

-  3ol;ve usins p in j tn a n  te r s e b u t  d i  » to s  o le h  T ergugat lan g su n g  vu 

. d i  Jcytrlc&n k e je d a  Jank  U riy a t In d o n e s ia  dan s a la n ju tn y a T e r

¿ u j a t  j u j d c i i  i'iA J i-ioneritui s e r t i f i k a t  hak  wiHlt; Komor' i 601- 

soi:‘.u la  d ijjo .jcsij In d o n e s ia  seb ag a i j  tuai nan, .f -

-  so'ceicu'. ..•orjuji?; 'tfo liiia s i oinjei/iCn Penggugat d i  BRI t e r  

t a b u t  :.-cd;-. h a r i  i t u  j lvja. ( t c ^ - a l  30 J u n i  1903 ) T ergugat —
1 .

•-a*--—-*i S e n ^ j l^ .t t  cn tu k  ¡¿onsnaatan^ani s u r a t  p e rn y a ta a n  d i  —-. 

Zicss l ie r i tG  s o jo l  t e r i c r ^ c l  30 J u n i ,  s e la n ju tn y a  s e r t i f i k a t -  

-lr— i i i l i k  noi::or 601 di-jejan^* o le h  T e rh u ja t  j - - ---------------- -------■

-  'jfx\c. vtmjjol 23 --oi 19O4 reri^^ujat dipaksa oleh TergU —

^r.t meiiandatcJVjeni ’o lzi\fxo akta jual 1)611 kosong d i —

oc£mz .icd u l »ioolaiw ( J a n ta n  K ep ala  K elu rahan  K u tab an ja r

n e g a r a  y, l’oil^^ju^at m enolak s'ienandatan^ani blangko a k ta  , ju a l

j y .t,- j ..’ 1-enjjv.^at dibaw a o le h  T erguga t "bor

ccj.iii—cwaa dengan  oc£>ak Acuul llooliiia ke d o sa  Ifanadadi, Keoams^“

tc j \  ..an ed ad i, lla 'ou^at011 - ic n ja m a ja ra  j — ------ . . .— — ..
■i

-  .Jili-.ra ::c :.va iiu \ ¿ i  ^sr.cli ..•orju^at d i  Dosa 'Jenadad i, Keoamatan-

J . i , '.;a'ou.»r.to:i „ 'a iijja s io js ra , oolccli l e ^ i  T eitiugat memak- 

ht. - c ; l u v t u k  :r.o:v.̂ v.’.» 'tc i\;o id  b lan^co  a lrta  ju a l  b e l i  —  

...o^oi'-o, tv -iii> ;^a  . JoivL;,.1"v.vJi.'i to sy a k c a  m enandatangani blangko. —
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~ -^ma. ootaluh â -jp ¡jvml b ali ditandatangani« IwCŷ - . •

:.:»ilaa ¿ibCWEi aoty,-hadf» K/A? Camat BanJaraagag»*

-¿oakoyo, ¿u oaraotw- s w  ?«xsusat dan bapak ¿bdul '
i

.{ocila d i iiedeyen ut^el: 3ci&t 3anjaxne£ara Pangguffat-B« •. :" 

-wltuc untuk noiijual tanah hal; nin ir penggugat yaag dilceM l,....*
• *y<?9

:'.un..;rn £orfcifi;:j>1; ...ot.or J01 -icaa Uu&dbanjaznasara, Koo» - i*

-:£■!: ei* iJeiijaniojars, ¿«bu^ater 2anjamesara* besari* bangun
4 ? '

i-jn yeAS ede di a'Scsry&, tanah soluas + 1274 yang: idantltaa  

=olon£icayrv£ Sorĉ -ti/S; lid w  sertifik a t Honor 601 t«cs«%ut| "

-  -ciiua o leh karanc aeholek untuk aanjual-'tana&>‘ •*—

l.rlc L'ili’; -toica^y* -le-'Â iiDn dibawa olah TeitfUgart

«¿tiufc •!orviisdu.s Ur-..ol=el: L.'aitjsi'aejert^ d i hadopen Kapolaek 

.  o:^k;;ri uni-C: kouuI I o dea canandatengani surat ■—

•csrcavSara di c»-s -orira s ajal tertanggal 23 »*oi 1904 'l

-  -liiin:. ucivlcserl:^ siuv.'i .ionvtiaan  d i liedap&n Kapolsek tar  

Ti-s'j'ji'i, C^pui $0tv3qftM$a^ r.c:i&)]dateaj;ani aJcta Jual b a li — 

i-v-n- se'ualw.wiyc -o.'cIi ¿itendatcn£cni dongan paksa olah —f=- 

^(fc^ugat Y«v0 ItOLiidian airi?. teraal'ut bernomor Eo. 53A / - ^

??At/l38q tert<*g9<a $Mei 1584 t --------------------- -----
~ • cias afc£o* jual b e li tersebut d i ataa iaPg-

juj&t uols©or£c.\a ~e..»cdc. l;«pela ¡¿antar Agraria. Kabipatan- — 

-••iijnraojarc. ( stuxrr.i\J ¡Cuivtor fertenahan ) , dengan p«»..-i-

■ o:«nian a^cv tid d : ¿11 ¿cukai» .j&ndoitaran peralihan hak- —

:?<Lv. ooriiiii^u« ~c...or ¿01 ksraiu. ju si b e li tersebut oaoat
*

.•idfj.: saudari y titu  karena adanya paksaan« akan, ta
■’Ja

iuyi _-iwx\ai'tt;rai seralihen hak tetap dilakukan sehingg*<^-£
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o - a . '.  wB:-:s-5 '-..;-«4aJsnojB rte  a d s l e h  o& oet hukum  d a n  o l« h ~  

b a t i l  -.o: i  U ;£as:, d e n iM a n  p u l a  p e n d a f t a r a n  p e -  

- i .  .._i o3.o :i ...• i;io?  (  -C:'-ntor P e r t a n a h a n  )

‘'•"■ 'i.N '.ven - a : i j a r n o _ c r a  d a i i  c t c s  n a a a  SCEEfiSBD (  ? « n g g u  

- • • t  ;  i '- o a jo i i  i-v.-s anza  tffc.VCYO (  2 e x s u £ a t  )  « l e l a h  t i d a k  -

-  s an u ;* ? ! i n i  d l e j t & a n  ‘¿ an eh  h a k  n l l l k  n o m o r r-

« 2 1  u o so r fc r  b a i^ u n s n  ysi\; e d a  d i  a t a s n y a  t a t a p  d i ta js jp a fc i - -

»..rj» « U :a u :s f i  o lo .:i 1- o - v ^ u o t »  h a l  i n i  o o b o ja i  b u k t i  d a n  — :

i . ' s i i i ^ s i  ba !r .x . j u <?2 b o l i  t e n a h  d a n  rum ah  te r s a n g S c a ta

» it la ! :  r a e l f i lu i  y s o s o i lu r  o e K a ja rn y a  d a n  e a o a t  hulnaa |  — — ■

■ w riu lc  x o r.e e j s h  '. 'a r ju .- e t  n e n g e l ih k a n  t a n a h  d a n  Timah-

' i e r a e i i j i e t f t ,  urJcr. » e r i u  d i i o i s l d t a n  e i t a  ja m in a n  a t a a  7 - * -  
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‘if-c  n i l i : - :  l io r jo r  : ¿ 0 1  d e s a  K u te b a n ja z n e g a r a  d a a -  » .
'?? I • •

yaas  s d a  d i  a t a s n y a  ) ■ ■■■■-■ ■ ■ '■» !■■• -

3 e x d a s a r l i c n  h a l - h a l  t e r s e b u t  d i  a t a s  P e n g g u g a t ' -m ohon:'. ¿2

d o A ^ e n  h o r m a t  k e p e d a  P o n ^ a lH o n  N e c a rf . B a n ja r n e g a r a  b e z k e - - “ -J•i y,
nen Beaarlksa den meautuskan t ------ :............—  - . ■■2~~ ¿rrVsjj;

1  • - e n ^ a h u l k a n  g u g a ta n  i e n s e u g a t  u n tu k  s e l u r u h n y a  j

2 .  K e ty - a te k a n  b e h v a  a k t a  l io o o r  i  56 /V y f c P i l / l 9 8 4  y a n g  d i t u a t * ^  

d e n  d i t a n d e t r n g a n i  o l e h  C am at 3 a n ja r o o £ & r a  t e r t a n g i -  ?:.■yZi
¿ a l  23 1 ,'o i 1 9 2 4  t i d o J :  e c h  d a n  b a t a l  'd em i hukum  f  ■- 

3 « l .o j^ r a ta lc a n  b ahw a p e n d a f t a r a n  p e r a l i h a n  h a k  d a la m  a e r t i / . - *
vf*i.

¿ i k a t  M o n o r 1 £01 d e s a  K u ta b a n ja m e g a r a  d a x l  a t a s  s a n a * ^  

35K I O K )  (  ? e n g £ i c a t  )  m e n ja d i  a t a a  nam a SUOTOTO (  T e r ^ r j ;  

C U tfat } yang  d i l a le u k a n  o l a h  K a n to r  A g r a r i a  (• P e r t £

X r.b \£ > aten  3 c n j a r n e s a r c  a d a i  o h  t i d a k  s a h  d a n  b a t a l  d e a i — -
■ vWi

«ulcw a |  — — ‘-ffi  

4 * - -eiv^hukua ? e x t» ii£ a t u n tif l ;  m e n y e ra h k a n  s e r t i f i k a t ‘h a k  a ii  -.a&TWiiS 

« o rn o r 1 601 A e s a  U u ta b a n ja r n o g a r a  k e p a d a  T u g u j t t  : f
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.. . . .onJuSat: va iw  ( ICuntor i-'ortenahan Kalnvaten -r

->r:i^xno^axc ' icriu!: ¡ooiabatelken pendaftaran paralihtn r- - 

l'j£: ,-ule. io r ti^ i’-cci Uric jullik i-rooor * 601 tertanggal.6.*$  

¿‘«BI 1534 J .......................... ..........  — ......

°« -•oityatakcn sch den toraarsa Bita Jcninan.yaag dl̂ ataidfritfjri
:y§§

cl as tannh hak uilik ITooor 1 601 deaa Eutabanjaxnagagai^

den bangunan yanj sda di atasnya j -- v ■■- ' ’-rjpt'p

7* -.a-vr.tdian putusan dcyat dll afcaanakcn lahlh dahulu'waj.'ttu-
*

jv r  ads vercot, Juniin^; naq>un-kaaasi |  ■ - ........ ... i ».{

^?sUla I'snjidilsn Xe '̂eri Sanjanujua btxpanUpit. ■?' 

'.ri", :̂ >ioa ^utuscn yisvs aoodil-adilnya j ................. ..

•-■-3s
• oniu'osn ,̂ 'Jriura. ;?eda hari persidangan yang "telah - di/>i■ ‘ * 1

... v

hadir pcrs v»ilxsl£ yang baxpexkara, atas hal mana.

• •stalls L.'aldic tolch aioixlcMei-icn ckan tetapi tidak bex&asilj 

ol<& Jwxanfinya ja:.ai'il:3C.a\ dilcnjutkan dengan peabaaaaa’ — * 

surai yanj ici¿v& tatcp dipoxiehaakan olah Peng

A - at 1 ■------------------- ------------ ^

¿•««lobang, behva texbadqp sunatan tersebut,. Sasgug*^“  -' 

tslali iueî ajvJcan jaur-bcanya oooara tertulis tertanggal3 — 

••eaueri 2001, yenj ¿sde. ¿oxolanya. ad el ah sebagai baxlkut r - *- ' 

:iCjjL-3i ----------------------------------------------------
-  -Kvtn» ¿i^-atsn .■’oa^avirt Ia:bur/tidak jela« , oleh ■karena ^r- j.

j  _

■-£•2 a« fUndementunpotondi tidak  maflyobutJcan letajc, lu4*»-— 

wsnia/naceja tanahnya clcn bctas-bc-tasnya |  ‘ £

-:e:«K iscciai ________________ — ------------------— •.

1 • JdiKe -asjjT\vat isonyetelson monolelc ¿•ucatan Penggugat un-*-

■t«ls oeluruhayc 3 — *— —-------------------------------------------—-------   ' ' *' 1> •

-♦ -c~wa yada te n a r i 27 -^o n b er 1982 PenggUgat mengajulah 

l'irjcda vor.-^jgnt yw&Tiai'CJJ #onjuaian 2 (dua) bidang tanah 

ywvj ¡m s in -w -o ir ,-  lvaionya 2.105  1»2 den 700 K2 Bohaiga—
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28.050.000, -  craiubung statvu tanah 'taraa'but .bmUx>-t..,
•*'* '"j

hak eigendom n«£a ¿ossuset menolak } ■■ - '
' fr%

. '¿shva disanpin;-.- tanah tersebut di itafl, Penggugat, m b- t^ 

punyai tensh hcic Bilik yang dlkannl dengan «ertiplkat 

hek ailik ¡»'0. 501 seluas + 1274 '¿2 ditavarican kapada-TeSM, 

¿U£ct yon̂ - ksuvdicn -’erjujat setuju untuk membelinya’—  

Iwearvu ben&unan di&tsunpn yang dioopakati dengan harga--•

7.000.000,- ( tujuh juta svpiah ) , pada tanggaL»# ̂
1  »v •

I.ei 1923» di'iKuctleh ’»erjanjian ooacntara jual b e li t «nah*.

ycaj difcuct Clic.ts3 kertar sesal yang di’tanda tangani- —^

olah ^ihek penjual/^'en&^at dan pihak poobeli/rergugarfc-'

serta 2 (dua) oron  ̂ seksi ( Bukti ‘i.1 ) f . ,™-.-

4. Uah'.:a ttnch yenj ¿iV oli Oaxgusat terlotak d i desaICuta —

• ’ounj amo^ars., lioonnatan ‘Jenj amasara, Kabupaten Banjar-r

den^cn oetEs-batasnye seberai berikut- 1- t "

S ; So’oels!'. U *i». j 'Janah 7ti,'tssn j ~ - ■■*'■ 1 1 ■ . '*“
”*i
o / -o'oolal*. Jir.uir 1 Jdsn  Salomanik | —  ■ ■ ■

■vobaliOi Jelr.'tcii t 'alen lU'yt I>et. Jen. Buprapto.| • -

^obolsu .Jcrot < '.¿AZ/SMvcn Scatoea | — -

Ji stas »#iwt tersebut adr. binguBan tatauh xWMh ) • - ■11 

. Joi\. . ra' • tanah ¿«i bangunan runah diatasnya -

di jediiccn otyok jual 1)011 «sertifikatnya t «nah dsA- 

«¿¡unan rumah oleh ^-ezv v̂ êt sodeng dijadikan ■ janinjtf 

!*ridit 3onk ii.il Sen j emajara, moka •*ergugat/̂ *ab»li B*-

■ ftsB&juhlCBti aurat jusi beli berupa akta jual beli-taaah

yang eeauei donj&n peraturan yan£ berlaku f- -r-- f — >“

C. -fhwa r.eda tanjjtl 30 Juni 1903 kridit Bude Jffil Banjar, 

aejara deri J sudah jatuh tampo, sehingga «ntuj

yelelflnjwi a'Sas tanah jaminan gertlfUc 

-ia. 0C1 r;ci;e, 'or^vjct sdn-is'kepada Menggugat untulc

s a s s s t
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Juusoiva '-’or^-ujirt ao len ju tnya Tergugat m ettlapatkaa leem — 

"beli 3 e r t i i i k a t  LTo» 601 sudah a tas  nama Tergugat KUT — ~ 

•JCYO b in  u / J  '¿UT.'CTOIj-'iDoee ttenadadi ( Bukti T 5 ) j •

11» -lâ ivz yei^j disielcaud o leh  xsn^ju^at dalan  s u ra t  gugatajw-

nyc Eaoe^ei lurtwi£ p iu ie i \ j  adelah uang pelunasan  hu tang

- o n c j^ re t Mwlfe UU r^u ijam e^cra se ju a lah  Hp«3»475*015,-

( t i ^ a  juwti orroat ru tu a  tu ju h  puluh lim a r ib u  lim a  b e '^ v

l a s  rup iah  ) ,  bulcen ten ten g  masalah ju a l  b e l i  tan ah  dani 
 ̂ * -V ;iji*

bangunan n rsah  ; ----------------------------- :---------------— ——

12. 3alu«F. hutang Pencsucat kapeda T erju ^ a t sebanyak ?p«

3*475*015,- ( t i g a  ju ta  empat ra tu s  tu ju h  puluh lim a11——; 

r ib u  lim a b e la s  rtg>ieh ) sejnpei k in i  belum d 1 kembal 1 Van-̂

pada T erju ^ a t j ------------------------------------------------------ .

^e2ilesr.rken javaben-jawaban pokok p erk a ra  te rse b u t d i  —  

B*esf -er^u^-at n'.onolok gugatan P en ^ u g a t untuk seluruh.!-"- 

i\ya j --------------------------------- ----------------------------------------

•TJajii' a.'iLiiC ( ¿Lsaoinr.ar3i ) j —---------  - - . P  .■•■•■uz.."
» * * . > *

1 • 3ehva dengan men^junekan d a l i l  jawaban konpenai d i  a tu r j ^

Feng^-y^at b a l ik  ada lah  sah d a r i  tanah  s e r t i f ik a t :  ' r  taSiilf 

h rk  liiilik  iTo. 601 dan banjunan rumah yang ada d i  a ia « '—'• .
♦  ^

( se lan ju tn y a  d iseb u t tanah  dan bangunan te r s e n g 1—V

]  J  — — w - M - T — »  W — — » W — --------- T -J ' l----   IM— ~*

2. Bahwa se ja k  te r ja d in y a  ju a l  b e l i  tanah dan bangunan- — 

runah  d i  ctoonyo s e r t i f t l i a t  tfo. 601, Penggugat BekonpanT ■ 

e i/T e rs u ^ a t Konpensi beiiiak ueminta kepada Tergugat — “ •. 

-■{olconpensi/penjju.ju'i Konpenai untuk mengosongkan rumah-"

¿ i  a ta s  tanah  o o ro e r t i i ik a t  No. 601, namun'Penggugat 

-.o-conpensi/JeriiU^-at JConpen&L memberikan kesempatan ke - .v - . ’ 

Peda i s t r i  dan enak-anaknya yang masih k e o il  k e o il  y a n j '  

¿ i t in ^ i - a l  o leh  Guaininjm y a i tu  T e r g ia t  R elrojpenai/ ____

Pengffiwat...........
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?on£3iVjKt ¡Ion_?enoi kcrono Godeag Menjalani hukuman-dl ~ -

LouibajC -oKceyaralaiten dslen kaaua ka>au tidak salah ka .
‘i ' •aus penipuan atau pongaolspan sehingga keai Penggugat 8m&* 

ko(t?enai/?ex5U£at Uonjenoi atamblarican i s t r i  dan aaalfr-anak'- -* . V*;. t
ay t ‘.‘orsugat Hokonpenai/Pengsugat Konpenai uptuk saa^ $ |-||%  

tu re  te tap  menerapati soopoi ?exgugat Bakoi^easi/Peagf^at^/-: 

Konpen&i keluar dari Lesbaga Pejnaayarakatan | - . f **
Sohvra karena. 'Jex£Ugat Hekonpensi/PeAsgugat Konpensl ;d«I«itiv

• * \ ‘
kenyataannya setelah kaluar dasi Lembaga Pamaoyarmkati^'̂ V • 

¿us'iru tidak :;enjo Bonkan ruoah d l atas tanah sangkqta 

Kt^un ju stru  menceraikan iGtrinya, dan is t r i  beserta «y»r> * 

cju. Jii'a l.oluar a&rl ruuaa tanaaksud dan aelanjutnya Ter -  

:;iVj'Ct ¡¡olconpensi/ieaj^u^t Iloraansi kavin lag i dan tatap  

r.sneupoti x\k{£x ¿1 atas tanah b angket a termaksud, sehingga, 

olah karena i tu  ^en^-u^at Hakoupanai/Tergrugat Konpensl ■»** 

'j.endup&t kerugian uenUjjcti pemilikan aobidang tanah.ba.— X:., 

se rta  rurceli d l atesnya 7.2115 beraertifik a t ffo* 601 y -.-■ ■

( Suirti *j 5 ) s -----------^---------------------------------- r r r —

•lahwt kon^Jipn ^enggusat Halconpansi/Tersugat Konpens l ta r  

cobut b u tir 3 d i atas meminta agar Tergugat Haknnp^nai/ -

->■ oncjusat ICoi\ior.ui untuk 1 ------------ —  -- r— .

v« Sajera uenyerti!:k?n eebldang tanah dengan nomor s a r ti — 

* i-^ t -201 seria  .tai^psonc^u rumah yang berd iri d i .— 

Hvosscf& dnn c.onyorrhkan I*.epada Penggugat Sakonpangl/  -

-’or^aj-nt Ilon^nai ; —— — ---------------------------------- ., ■ ............. .

u« l^eaborikcn ¿civti TUul atas kenikmatan Penggugat Heksn- 

.?oiisi/j«r^u,;at Ijoirjenai yaaa seharusnya sudah »enik — 

a r.ti lita il 'peabalicn tanah den bangunan d l atasnya - — . 

ynio’ seharusnya cu&eh diserahkan sepenuhnya Tergugat -  

.ieko^enai/i'e.v.jujr.t lionponai selama + 13 (tig a  balas)

tahun»•»»»»»»
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u. y'"*

■¿aUun sojck iciizl pariaae. baaart«. anak-anak—

A/e. Icolua; ¿ t ; i i  x\zu£i y tag  oemoB'fcinya a a a t i t u  hasua -  

ilUaiaon^liyji + t& un 1937 oonpGi oakarang £  13 tahun »: 

oeliiivjja - onC-.ujs-; 3a2».£>enBi/rai3Ud;a't Konpanai ru^l -  

‘n ila  O iuilei doiicea uano* sa'oaaar 3p. 70*000, -  ( tu juh- 

puluh xilni rupicii ) setiap bulpn, maka b a ra rti Tar,ju -  

¿at -le-Joni)aaLi/* en££U£a.t Ko^pansi harus naobejrar ganti 

-onyicn-uc«i; kcnsda ¿’en&.ivat Helconpenai/Taisug»* —  

i'Cornonei 7O.JOO,- «C 12 bulan X 13  tahun » Bp. 1 0 .-  

Jj>20.C£>jJf -  ( sebuluh ju ta  «suabilan ratus dua puluh. jc±tou 

ntfieh } | ------  —------------------------■------ :— i—-
>•• J& i»  ¿:j.yene. ileiawj;»anei/f'«n£sugat Konpanai —

:-d.ni «alis-i -laiunani iurtcn» kopeda Penggugat.. —

\ -^ » ^ jo n a i/io iv A v jtit Uon_;unsi sebanyak Hp. 3*475*015 t~

I  -•‘•..i- i ‘.riu o., iivi j.'£t«3 tu ju h  pu luh  l i a a  r ib u  l i a a  —  

J  „ f * 1 ™  i t u  um ,; ;*cns d ibayarkan  o lah  ?«negtt-
% vĵ * y .» A t ^
—  ^ £V- **®i» n j a ^ s i / . :c r j u j8t  ^onpanai ke SRI B anjarnegara -

aS&a ¿>eisiiatMui Jarju i*ot llokonpanal/2 eng^ugat Konpanal 

nEi:c J o r ju je ^  . ’.alijay snsi/ranO sH iat Koi&ansi v t j i b  na  .— 

iu iin a i lu itca^v c . aa ju ila l»  lfe>. 3 »475*015r~ ( t i g a  J u ta -  

r:*tus tu ju h  julv£; l i u a  rl'ou  lim a  t a l a s  r tp ia h  ) ,  

*»i*ala - 'a n c i^ - f i  :ialsoqponsi/?orgusat Koopanai j 

^ a rd e £ e ii;tn  u rc ie n  jawaban keui -or£U(jat Ifc^panai/Pa&gff**- 

■jBt ^ »n p an ci a'its jifa ten  ¿'«»¿&qgat Sbnpansi/Baigugat — 

-lolcoapenei, tieka dengan i n i  -oi&ugat IConpansi/teanggugat—  

•iakon^oaci uohon k iran y a  U & jelia HaUm yang c^an^

- e n j c d l l i  p e rk a ra  P e rd a ta  i n i ,  borkenan jaaautuakan dengan^
*

koputuaan Ken&abulkan. pamuohonan Tergugat IGoi®*nsi/p*ngi;iy 

¿lu^at »lekonponai aebacei "barlkut 1 .■—.   

sesesi 1 --------------- :-------------r-:—— —
«

-  Kanvatakan.SmJSST '

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



i r. a

§  *  s  3

3 ?  I  8

!  1 1  !  
?  * 9 t

i n  « ' i
t
;  *

»
i- I

s .

%

'O

IH
1 -  * S  -
: 1 1 s ?

•g

.  -  & *
I  i  *• *
-  % 3 g  

- | | |  
l i l t

1

a
2
I4»

+1

•3a

i

i
9*5<

H»
Tl

a
&4*O

.  ■; t s* «^V
r;.V • '' v\

,  . .  ■» iI ; ■ ;} I
r.: ' | j

r V '

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



■ii »»«5.V0 ilo.’v jin  . j i r . t i  ru ^ i viarv̂  Eabaaar Bp» 10.

3 2 0 .000 ,- ( so^uluii ju ta  sem bilan ra tu *  dua. pu luh  —

r i b u  ru p ic h  ) j --------------------------------------------------------------- ..

7» ‘.leushulrisfl •l'erguj&t ¿tel;ongeaai/£’«^&rty**  K ajyrvgt -ua 'iiji-

»uli uou'bsyai' 2: u~i uninya keocdr. Perv^rugat Reloonj) * n * i /  — 

- a i 'ju jE t  ItoiV)onsi Gobonyelc Ifr. :^475*015»~ ( t i g a  —- 

ju t r .  a c m t  r : t u s  tu ju h  p u lu h  l i u e  r i b u  lim a  b e la*  r u -

« *
^ * --onjhukurc Jor^U j'et ¿ io lsonionsi/?enjuU gat Konpenai u n -  

tulc uei.ibcyor se lu ru h  o icy a  p e rk a ra  in i-  |  , • ‘

•i -  i .  U i ZSilaaana dalam  g u g atan  Eekonpanai M a je lis ! - '—“' i  

-:plcia b e rpendapa t l a i n  nohon u n tu k  memberikan p u tu sah ’*—* '^

ao sd il-cd iln y R  ; ________ '.  - __________ ....

Meniabeny, bcLwz ierhadciJ gugatan tersebut, Turut 

- •y r .^ t t  t a i e h  ¡.'.onja^ulzu\ jawabannya seoara te r tu lis  te r  

j. «^v^cl 23 Januari 2CC1 yens pada pokolagra adalah se —
" b.:^e.i borikuw i _____________ __ ____ - ........ ...

*c.’ N E G t' •&1'' DrAr« jJu jeosi i -------------------- ------------- ------- ---------- -

- -  2?l\\iz Pengadilcn  ITo-ori 2 e n ja m e so ra  t id a k  bervona^g -  

¡.¡oi.ieriksa dan so su tu s  porlccr»i i n i ,  karena S e r t i f ik a t  -  

-:e!c .» i l ik  .To. ¿01/Deaa ICutabanjam egara a taa  nama — ■ 

wJt&'OYD 1>in JtUJTi:‘i3J.c.'3I nerupakan pu tusan  P e jab a t T a ta  " 

¿echa, »«ejara, a e . i l  n^ga m enjadi kevanangan Pengadilan— 

*-*ata ucc£*& *iê *&ru. j ... _ • * ( ,

-  lialiwa Pan^-jj-u^et t  d: jiieinpunyai kedulukan sebagal Pang — 

ju ^ a t i  karona ,>rosoo ■¿orulihan S e r t i f ik a t  Hak M ilik  Ho^ 

¿O l^)ase  iiu icbu 'ijtr.'io jiara menjadi a ta s  nama SDOTOYO —* • 

b in  "t ¿»I pJi o ah j ^

1. - a 'iuc. -j'mb o s  . .so n e a r i if i i ia tc n  ta n a h  a ta s  nama SUOTOID-

b in

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



I
/O

CM

*

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



■iornebu-! «erl anyir dnlera bariias por&ara | ■

¡.ouitiboiui bahwa oleh Uesens gugatan Penggusat tarI *
cobufc dibsntdi l»bon«r*!nî -t, olah bergugat dia Purut i*rr , 

KcLa ssaoaii i^owcjiben pihelc Penggugat untuk

¡.iar.uv;r*i:̂ a: toraobut , .................- ■ •—

1 ioni:foon,;, 'utIvjs untrl; ^eupoi-kuat daUli.£UgatanHgra 

-eawV.ct te lrh  ¡¡•.oiJjcjuks.i btirti-’julrti te r tu lis  yang —

‘.JOi'tv>C 1 ---- ----------- -----  ■ ■■■- — ------------------
•

1 • wt>to oo^z' &iuv!t i:oiiorKViCJi duri iiepsla Kantor Kaoama- 

■ii-i .Scnjrrne .̂r-" » uisoi'l tanda >.1 j ■ — -  ■ ■ ■■—

'¿» Toio bo-.y wuxk£ -•em/o'teiui -torienagal 23 i»ai 19^4, d i

'•)osi -Sendu i-.2 :■ —■-------------------------  ■ ■ " - —
3. Vato 003? ;iA& Jua 'coli So. 5S/7/?PJff/l984 tertang:-  

j e l  2C —oi 15O4, dibori kende, P. 3 { — — — — —— ■

4» ito-feo coj,y Juret dasi Hentos «grarla Banjarrvê ora tor- 

ttu^jcl 27 ¿uni 1924, diberi tanda P«4 } —

3« 3bto cojy 'adianai tanda ponoriu&en uang ataa nama ««- 

■iukic-i;io dori Suatoyo, ianaladl, Vort-urutftvrot .tar rr \  

tan d ai 20 Ra t̂aa'oar 1?G2, 28 Oktober 1902, 26 Bo?*a- -

°ar 19S2, dibori tanda P.5 j ------ :---------------------------- v
C. 3\ato oopy Jodtanai, tanda penarloaan' uang ataa^MBa...- . ;. 

Svlclatno dari S\ntj„%> Kanaiadi, berturut-turut T;

ta n jjs l  23 Seaaaber 1932, 29 .Tenuari 1963 da$ -26 ;®fb“

JfUa* i 1933» dibori tanda P«6 j ... . ■ ■ —  ■ w-r

7* 3bto ooigr kultanal, tanda penerimaan uang ataa.iuna^  

Suldatno dari Buntoyo Uanaladi, berturut-turut* tar-^P  

tan ^ ol 20 Uaret 1983, 23 April 1963 4aa 

diberi tonla P. 7 j ---------------------------- —
p #>yji
C. Surat Pengacaan dasi JLoh« Tasnidi tertanggal 26 £ai$£ 

ft*l 2000, dibori tanda P. 8 j -^-rj

Bukti-bukti * * . **

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



..VC.ti-V.CrSi io-io oofj tarcobuft to iu i dibubuhi Baterai

-•bO«;at«v*., i-icch -ictc.? tidiJi ida eelinfira | --------- —

Lenitcban ;̂, beuua aedLansiian bergugat untuli nenagidi"-. 

.Cv.i 'osurtiCiiiiayi; teleh „»no-cjtiUen uulctl tertulis barvpai 

1 • Itoto oopy Surai rersve.tf.an jual ball tanah dan fcan.ru.. 

ru>n ¿.zxL Sifci&tno lupedu Suatoyo tortanggal 30 Juai 

1983» diberi tenda C.1 | ---------------- — —v-..

2. Sbto oopy Surat -.Jcnia Setoran 331 atas nama Sukiatnp ..*. *
«1. IO10 Kiat 31«» dibori tenda. 2*2 | ........ *.,----i-.

3* 2bto oopy Suret i:uasc tertenuni 30 Juni 1983» di « 'r  .

beil tanda 'J«3 ; ........■■■ ...........  — ...  . ■■■ ■>'■ <" "Vv.*.; •

4« vbto oopy ¿Irte jusi beli Ho. 56/T/2BJ8/1984 tertang--. -

L'el 23 Mei 19C4, dibori tanda 2 .4  J — --------- -

^  3« Iibto cojy Sertifikat Ha!: ^ iliis  So. 601/toooa Kuta —

V  . - ban.joj.-tvoj’ara ataa noma 3untoyo bin Abu Sadjangi t -di- 's- • . • * • I
bori tanda 7 .5  ) ----------- -------- —

S. 3bto oopy cUrat Penawaran Tanah d ari.8ula.aino, ta r

to i ^ e l  27 Hopenbev 1982» di*«ri tanda T.6 | .  ■ , .

7» Foto oopy Surat '.'anda -?erina Setoran.lajak atas MB*-

Suntoyot dibesi tenda - .7  ) --------------------------------

£• Ibto oopy Surat dari Suntoyo kepada Eh» Kiat Bie.al»«*

Sukiatno tortm&jel 30 Januari 1989t liesert*- junba&*<.'

nya to r ta n ^ a l 17 Pebrucxi 19̂ 9 dan 3 4pHl 1998» di

beri tanda 2.0, beoorta leapironnya | ■■.

9* 3bto oopy Son .Sementara uang sebesar 8p. 1*200.000}—%
• •-! 

dari SidcLatno dongan jcainan 2 se rtifik a t tanah atas-v

nona Haanudln/agricaftl dan SuSdatno tertanggal 28'.

Oktober 19S2, diberi tanda C.9 I .... ....i..——
»

10. Sbto oopy kertas se^el tahun 1982 bertanda tangan 7*-.. 

Svddatno/Sbo ¡Clat 1Ue« diberi tanda S« 10 | —■—— —

‘ 11. Foto copy ...*.
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11« JToto oojiy Kuitansi» tanda t  «rica uang atas Xho—?.
: *■&' .*•

K ia t 21« ( Sukiaino ) 'dari Soentoyo ) sejumlah —  '

7 .0 0 0 .0 0 0 ,- -io rtanscal 23 Hei 1983, d ib e r i  t a n i a - T ^ l t*  

12. Jb to  oopy liri-ici'-si tarwlcL t e r i u t  uang a tas  nama Suld^ t

no d i a s  Kho ¡ lia t. 3 io  d a r i  Soontoyo, sejumlah Bj>. —

3 .0 0 0 .CCC, -  ; ertan jo 'a l 27 Jan u a ri 1983» d ib e r i  tandct-

'.7.12 j ------------------------------------------------------------------------ - -

13« ro to  copy Su^a'o 2 o rn y a can  d a r i  Sukiatno te r ta n g g a l

23 H ai 1904, d ib o r i  ta n d e  i . 13 } ---------------------------- —  '

IDuicti-bukti tc rso b u t to le h  dibubuhi m eterai oeoUfcup — 

r^ c j s e r ta  t o l  uh ju lc . dicooold:cn den te rn y a ta  sesuai—

donje-n tolii'-ys- ; ------ :------------------------------------  ------ :— :— - •

; loni^br.'vj, sodEn^'icn 'Purut T ersunat, untuk—

ncnc.;ui^:En b jv i r ’icruvc t a l r h  Koncajukan bulcti t e r tu l i e ~ } 

cor^u1, < ------------------------------------------ 1--- !■■ ■■ t.-
-  'So'io coyj :>Xx /CisI; '-cJ: ‘.'ili!: 'Jo. 601/Desa Kutabanjar 

:r.o£;civ. £.’¿£3 :«¡n:-. .';untcyo bin ¿¿-u SedJ&ngi, yang di-o—

oleli rinu ior .>n Pertanahan Hasional Banjar 

co to lch  d icocoliisji dengan ta l in y a  te rn y a ta  se

tu a l  s o r ia  ic lv ii  ;?ulc dibubuhi u e te ra i  aeoukupnya,------

n o l d i ’iiou' i _*?. 1 ; - -—------------------

. ionin'jju',.;, beli::« c o la in  bulrti t e r t u l i a ,  P enasugat- 

jvli- !'.oj'.;i:3;*l:;n a . i s i - c c k a i  ycn?» ica3ins-inasins « - 

ie lc li  ¡iiarabaril^cji Iio tsrcn jennyc y a n j pada pokoknya « Ia lah

cobe^ni b c riiav i j -------------------------------------------- -------------- -

'J. Jiai I : SUl'CliC ; ----------------------------- -

-  trlvu i 1^Sj i  ts r-^ jc l dan bulannya sak

s i  I u js ., o r ia i  ;>omr.V. d ia ju k  lo n ^ o y a t  kerumah Tergu— 

;r.v + .ilt.u l 11.00 \~ 2 , untifc nen^antar-Penggugat ———

l*Pjam ........... «V°
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•:K

-  n  -

yin j?x . u a n ^ iu te n j oobaaer 4p* 1*500.000,- |

- 'Jaiwe, pKda vdrtu itu lxiluu di'noxi, baxu koasokan *mrt‘ -

datciv; Ic^ i, kouudian -*T(jUQtA Bsnyodorican kul'tsnel•:

• -sso iy  boruotorri 1 .C00,— lc iu  sungrunih PiOKUgit — 

c-ia? t?jnlc Uertudi&n vcnga^e dibezdku —'htfsn — '

•i.;» 1.23C-.3C3,- ic4j;:a ‘ovaja 15 /• /  bulan |  ------ - . ; ’

-  j c A f. viCrtu i t u  co tscu i boro odalrh rucuh'

yt*aj d i t o ’- j e t i  o lo h  i 'o a j^ u ja t |  --------------------— --------;—■
•  t

-  •jtciiiv ii -¿uuC: y i l i i ;  ¿■oni'oUjat tahun 1983 la k u  Bp.
y ;V

1CC.CC5 .X C ,-  usil co l^ rcn j b isa  ls!ax 3p .200.000.000,- j 

-i tcs&c'suft nanyatdcsn

'jo/;rr ; - ..................... . , ..... ............... . :
:Xi.33 ;̂/c7 1 JZJS: e l .  JOTO 'JL-S3 |

-'i •53-'i-;:vU ¿ i oi-wj cuincli, ycuij _5edc, pokoiaiya adalah s« -  

:';j. •> i  '-»oriliut 1 —____ - __ ____ -___________ .______ — ,.

— 3aaa bul.-a ..yrll i?C3 Salasi poroch diajak olah — ,

* QÂ J«AiJc.i ka -crjVjat, y cas oeksi tahu Penggugai-.

•‘ ^ rJl -o r ji^ e t bartudJUy t  anteng huteng piutang j - - ----

-  -UU& ^.ula *oi\;jul 23 l.ei 1933 selcsi diauruh Panggug«*-

uonjianteaisn kuitansi ka sunah Stagugat, .tepi sakai —-•i 'i
t«!: taliu <>a is iiv a  ¿irifcana didalan es^lop, kmillMi 

saksi dibattt uaA3 $?* 100.000,- » ------------------------r-r-JV

-  2aav&. nakal por^i Ica ruaah ?oxgU£at dus kali |  ;■

-  ¿sinn i'an^uGat yornah 'uaroarita ^chva ia  puqya' hutang/' 

-to» 1*500.900,- lsq?a&a 'J«ts«S*1-« 4an sstiap tanggal- 26 

lic&ckcn perhitungan bunga, peda bulan Z bunganya 1 0 ^ ^ .
•

:>c4e 'bulan kedua tunyany* 15 #  I - *•■■■—■■' ■■■■....... j ' *:1

-arliedep keterenaen caksi tersebut, Tergugat nenyataka*-i-jp'
"Sldcir t n«Ky | •-"•*

s^cei m  2siaoKus» i .¿¡ud ?Aa;ipi; ...." ■■ ■■.<

« « S l■ ;-:1
syfesSjystfL* *,,t>>
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jii'oorila-n OJ. 'oq-,ic1: au-^ala, y«\S '¿o&t pokoknya adalah

o e r ll-n t i ------------------------------------------------m------------- i—
.  •-  .Ja^ua ejiitii f.'.tl I: r.ciivw» ieJrre tcris  D esaK utaitinjar —

}:o.;mw ; ------------------------------------------------------------ *■

-  i'r.'i»:;;. CiUri ha-.'h ¿'rnj uanja&i sengketa, letaknya

• \i  .  o c i io i .  j --------------------------------------------------- :--------

-  . . .a .d l i : .  ta rco b irt i ; i i ' l i  I 'en si.itfa t |  ---- -— -

-  .Oclrwu _'?df bulcn :.oi 15G4 jukul 18.30 313 sakai pernah / ,
•* \

¿ I jo rv .u t lu re h  "ilutc-bonjonic~ejra bernama ¿ id u l Bohia- •>'. •'• 

lJorscjzc.-ccfSE. don^-cii - e r jv y t t  p e r j i  ke rumah Camat K uta v 

b u n ja m o sa ra , camatnya yede welrtu i t u .  Bapak. Sukoyo^ ...
, 1  « 3

-  ?iohtra. ec/jpai d i  runah Camat} sak a i d iso d o ri ak ta  jual."-'J

- ‘
- '2tuivz pnda tJrbc j u r i  b o li  te rs e b u t te la h  ada tan la .v  — - 

ta n ^ c ro v a  Suld.uSno, Luntoyo, Lureh s e r ta  Camat K u ta '-*  

'oan jcrno^artii l;o;:ivd ic n  ack si ilcut menandatanganinya 1

-  Sehwa d -*1 ci; ciri a jual beli tersebut t6lali ada/tertulis
’ c

id en tita s tjzmlvnye., eerte, harga yeng teroantus Rp« .•
' .-¿S

2. 500.COO,- | ---------------- -------  . .1

-  Halura s e k a i kemudian penandatenganiny» 4  k a l i  -tfeaua

taroen tum  dongan l ia r ja  Hy. 2»500*^0»** -I -  1 . ' 1

-  -Bnin.T iioi'lo-vccr. 'tarco-ifj berlengpuag diwmah- Camat
' '  * &-  JaLva k arca »aneh gorvgketa pada vektu itu  Ep«2«'500.00p. ;̂ 

edalali tidak petut, karena harga per meter pada vaktu^

itu  np. 50.000,- j ------------------------------ -----------------
' 'Vi

Jarliodcp Icotaraajrm aulcoi tersebut Tergugat -menyatakan *

-  3chvt sakai tidak ¿ i jeerpui .>?cda mal m hezl melainkah •*»

siei\j hr.ri j ---------------------------------------:------ —  -—-v

-  .3ehwa i-en^ivjc'i j;cdt Tjekiu ixu hedir ) —----— —  —

-  Jalivu v ek tu  yeriandatan^anan a k ta  ju a l b e l i  fi
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7«000.00C,- to ’io£>i d io o ra t 2p. 2. 500. 000, -  r*.-

^;c3Z r; r-jLvjcrcu.o.1 « rsmi 3ucipiio j ---------------------

J ib o rilu u i d i  'ocakUi Eve^ieh, jtpAa peda pokoknya seb ag a i-- .
'• “ Hb o rik u t i ----------------------------------------------------------------- r r r ^

-  3elxva pada irliun 1953 ?en&jy3ftt bu*uh uang ^ p . . * rrs< i^

2.COO.COO,- ) 5c2:si Konunjukktn supeya pinjam ke 

ru a c i io i-ju^a t ¿ i  .ranedcdi j -------- . —

-  Ualnrs. keaudien sekoi bersen a Penggugat pergi kex£ggi»

vero'ujtt due. kali ; ------------------------ ,------

-  I’cJit.-s. kemudi wi -'o i-ju jat menlnjrtnknn uang lcapad.a.-t.apg!jvc

joget «t?. 1 .5<->0»C00,-. donjen bunga 15 1* P «r' bulan. ¿¿S
/ --v

koir.ulian Ponjju,;r>t uonands >Encr.nl kw itanai kosong 

cluui '¿ e 'tc ji ’Owr.:'.OwGx-ei yen^j dlcodorteen Tergugat |  — ;

-  2du.*£. dcla i jinjtaa ^oninjuu ucj\2 tersebut tidak di
i \i.AN

■ S  io'ou- iorct,^; ;
\ — 3alii;a sokci ia:; .joraali don^ar Penggugat. Jual tanah - .

r rTCZi / °lj den. nr.'.ah koo-jds;. jorsu^at jirvHCirjĤcj •' Jf -------------1 .Va'
,/orlicdap koteroAjcn oeki î tereebut, Tergugat.menyate. —

I:Rn • ----------- ------------------ —>——-—-— ■ . —

-  3am:a -erjujivt tak pomdi Men^oterakan bunga 1J. 5»-—

per bulan ; — ----- -— -..... --■■.... - ... . , . .« ■

-  Uahva tak ada penanda tonganan kvitanai loasong |

ilenii.baj\;, beliwa untuk meneguhkan bantahanpya.,
■V

to l i!'.a:vjt4uiysn seksi yang t  alah memberikan?—

'.:etoi'tuiccmvE co'oivjr.i b e r ik u t i ....................... ........ ..... -

.jJl’JiZ 2ZXK'J£2 t SJi'ZZG j ------------------------------- ---------

Jiberikan di btvch suiV>oh yang peda pokoknya sebagai — 

‘jo r ik u t t --------------------------------------— —------- --------------- -

n ¿air.it aekai l-ucIl'-i nciivan Ctujat/JP^li K utabanjam e.— 

jisra tdnu 1$} «*** *»«» Juli 1#® > -----------
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-  Deliva delcm tuíiun 19S4» dan Tergugat 'b«"-» .. ,

uiiiui: j u r i  b e l i  ta n d i íe re a u g a t sebagai p an ju a lA an  * 

.v:or.;u_,-tt seb?,jci necibeli j ------------------------------- 1—:— •

— IJchyu ¿can totf'.-.i Pon^v-u^at »enyatakan tid a k  akan /r '

t  idei; lio n ju f l, sedang T erguset menyatakan * y» " 

cl:en iiQ~boli ; ---------------------- ----------------—-------------
•

-  IjBr.tra ?u¿ren?. •ticlrl: cdn kece.jpliaten l a l u  sakai suruh

l:e lu c r  occer b arv x d in j d u lu  ; - ..... ............. ......... ............ -

-  Botelrh carundin£, -acri i t u  juga mereka da —
!V

ir.nj l a j i ,  ~o.raiicn te r je d i  I:eseoalcaten jual b e li  -  

ra tc rr . I'on^wn.'._,c.i den ^crfju ja t 5 ---------------------- ------*' '

— I'rllira. lif.V. '*■ -'V - r' 't r.o-in'.v'.'i'Ll Tin. 7«000.000, — | ----- ■

;¿ca\¡, blanko telah * ’ 

«erioi d .-.n Aijaw. ol oh tc?or?.t dari kelurahan | -----

-  c o tc lr l:  '-.crjadi !coso;;rlvi;¿on, p a ra  p ihak mem -

bubyl^jun tu v ia  tencenn^-s, periaw a pen jual kedua — 

. v>enbali, -;oi:i¿T. ü eoo la  Deaa, koempat Sekias, t a r  —

-  Bahva bulrti 1 .3  ( eirto jual boli ) benar tanda "-~ r%

\ '¡i 2 .5 ‘JO.CO: co-iclcli si& ai tenyekan yang benar Bp.i o ¡¡I i*

¡ual boli eda ooretan Bp.

c. b'.C.-ti ju a l boli ( v «4 ) benar teroantua- • 

'O- 2 .5 X .;'r ;0 ,-  d ico ro i d ig an ti Rp.7.000.000»

rlsh ir  sslcoi cebr¿;ci tt.-iS

»engen stJcni tapi Bokoi 

toroautum .ip. 2.530.000,

-  2ciiua liar j  a ;;;:>oart\n taneh sengketa pada tahun '.1904"£ 

vior meter ii¿). 10.000, -  srjapei dengan Bpi 15»000>--|^;,:

-  Bahwa
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-  :iv.":r (liba'.i dow.-rn :-\r__v.'i\>. T«COO.OOO,- tidak' wa -

Srvi •¿otf . i  i - iu '„:ooffjda¡tcft l ............. ................

• orliuic’v) lie» a rriben  sukai tersebut» Penccugat BSBberi»r

• ‘•un tciv;.:c-...-n soj¿Y;ri borilart t ..... ..... T-
-  I ü : :£  _-s¿\; v;-S  irn jcn  tid e k  d i  depan PPJ S - ,  -

•ijwcid á i  i - . - ; d i  Vansdadi bersama dengan- 

ilo'.irlr- ; ---- '■--7'... - ■ ' —.. ......... ■■■■■
'..t. i  t id i.’c ;.:3ruJi liod ir d i  IPiT |

C\ \

- '.Zzl'Mu '0Li.-ii -'.3 cjicci ¿c*iet dari arsip Kecamatan ••.),

xon^-oiui Ice t  erangan saksi saksi.

- Tx.'Vv ¿.m s r : : i i  oo lain  doa 0 «lebihnya.ada

uobi^;ri:.;vir v ji'eobut d e les  box ita  aoara persidang-v;

C¿1 T .......... . ......... .... ---- - ----- 1 .
. . . .  ,  — . i

;:c:ii”.bc;'o, bclnfr. l'on<¿jUíjat, Tergugat demilcLak pu
. ’ * >

l e  -usu* vo^ju¿’£-i nonycteken tid a k  akan mengajukan -7 ^'

• ^«uiiriu lcn  ) --- ------- ---------- ------------  --------  ■ ■ ,

r «f ' '  iloniobci^j-, brhwa oleh karena pe ra  pihak-sudah «r»-f . -i’
■’ t id e k  akan Ken^ajukca h a l-h a l la in  lag i dsa nasin^1.* ^  

úV.V- '•■ rceain^ noneran¿kcn te lc h  ciiu©, neka K ajelis Hjúdifcys^

a-:an neiaborikcji putusannya J

—--------------- •raij.uira paaiBiacrcusr Hncocm .-T--;-^-
.’■ i

Menimbens, bahwa maksul dan tujuan -gu¿atájupjsn¿^
.* *. * t*’*

oUc&'i jJL.lth. cobt. gaimana tersebut d i atas-|. •
v ír;lienimbanc, bahwa oleh karena Tergugat-dan jTUjvMj

•• .-'*r
^•ügusat dalam jawabannya telah mengemukakan •eWijgyj 

nyai sedanek*n eksepsi tersebut, telah diajukan:

ketentuan hulosa yan^ eda> maka Kajelis Hakia>akap?. —7?
l'  'J«»empertimban^kaniiyc terlebih dahulu | ------

'A
kenir.banij, bahwa dimaksudkan sebagai eksepsi^—r, 

ialch  Javabun jor,j-u¿-át ya113 tidak mengenai polcok
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'.•oi&cra ;

I 'onlf.lsciiji bahua eabsaci Klasan/dasar yang t« r  *•;
i .

oecufc xuatvs linckm  okaepsi, yaitu  i -------

1 • Sae.ssi yoivs d iatur ddnm 3ZS y s itu  i —-------------- r. ^
v

^Sujo.joi tentang toiapatepai nengadili, diatur-. ••• .fig-
oasnl.125 r /c t 2, v.eaol 133 den paaal 134HXR j ~ »

* J?
2. JS^o^ci ycn- tidak d iatur dslr» EZE yaitu  t ■

-  3^a_)ti tenteng ¿u^ater. neMs ia  iden (• ekaap t^^ /.^

vaz £cvijcdossch ) j — — " - ....... . ..... ■

-  H&jopei tentenj "u^-ctan yang kurang pihakjya"l* ^ $ s  

( akaoriio ^luruo l i t i e  oonsortitn ) |

- iSaapai yeas Bersatekan bahwa PaaggugaVti
• j'??.,

_;«nyei Jtodudukan untuk oen^ojuken gugatan | '—
»yVlg

Ivenirabenc;, bahwa olcaapai yang d i ajukan ialah* %. w  s?

-  .«ehw» ju ja tca  i"eJViWS*st tidek jol&s/^abur, olah

■•zrsnc cebayj-ai o^'ek senjketa «rf»i ph tanah d c n 't t '^  ^  

'baui delca fondaaentra potendi tidak-menyebutkan-'- —■

o ir i -o i i i  tcnali een^keta j ----------- ------------......... + £
•• •* *

UwI mImuic, bahwa duri ha l'd i atasi jalaa-feahvi'*» ,• ‘i’• •»
ytng aenjedi dascr elcsonai viarrusat telah mengenal • -»•¿t ' .V- 

..-oisoi: ;.joii:=ra tido!c bersifat akaoptief» oleh .i*,

-'cronoflya okaepcl toroobut harus dinyatakan- dit61ak;.

l-eniaban^, bahwa sebagai alaaan - eksepsi TusuftV^v*;»
* . t

te r ju jc t  id a h  i ---------------------------------------------- tu A *

1 * Uahita ?en£edilen Kogerl Banjarnegara- tidak berwa-'—' « -.■■ 

nai\; untuk aopiorikaa uon nemutus perkara- in ij '■'■ o l e h ■;■ 

kcrena;?ofcok y e ¿cara adelah mengenai Sertifikat Hak.V' 

- i l i - :  Ifo. vJOl/)eaa £ute'ucnjamo<jix& atas nama xv*"a'' 

¿untoyo bin ¿bu Sedjenjii eahin^ga marv$akan kewe -  

^jsnjcn PoJv;riilcij -l’a-fca Usaha ifegara J - i - -  .

2. Bahwa««......... .
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-  23 -

,2. -lalvwa I  o a c j^ a t tid a k  ueopunyai M M U kan aa*a*ai..^  

íe a ^ ju ja t  kurona ;? ana rb ita »  S a rtif ilc a t Hale t t l l f c  Sfrp 

COl/Dooa ICutábenjcm egárc. ta ra aU rt sudah s a a u a i-d * .* ^

Icoiontu; '. '.\£n.w ycxKS fcorleíru. )

• Uenl&bcn^;, 'os£nra "berdasarkan Undang  Phdang  Eo». 

trCum 13C6 -toivfcvnc; re ro d ilc n  -a te . TJseha H eaarat malea .t— * 

yan¿ u o a jtd i koironcti£;aii ío re d ila ii - a ta  Uoaha V « ;m  ■&*$£> 

l? ú  soagttud. H M3C¿dJcl=la¿- " y a itu  i keLijalcan yao«. d i-^ $  

Iiolvmi’ic^n olo lt ü 'ojaot» ” e.tr. Uoeha üecaza yaog l e r r i t a A ^  

I^onicrAt, lu d iv id iv ri, uaalM uulj;en ald/bat hula aa dan dünalf

-  3eliwa S a rtix ilc c t Yj£¿ “canes oorupakan Ba’buoh p x ^
;-

du!: d a r l i’e ja b a t v a ta  üyaha V agasa, akan 'ta ta p i .aa^acH 

¿ e l j>xoJIulc ju^e'bsA - a te  Usaha 'Tcgara* S a rtiH k a t Hak¿ 

j_’o . ÓOl/Doaa K utabanjaxnaj& ra dldaaaxkan a ta s  — 

i:or'ous:¿ua íiülsuu a n ta ra  aaüyel: ¿ivtasa yang mendahului — .

w %|| -  -eli'.fc. .Jor-ivcScJi luCau y:r<j ta r jc d l  entaxa subíale hü r

?-M£ in i la h  ,.ca¿s£il:va  e o n ^ e ta  f ....... - ■ ■—;.

-  Jchwc olaU Icaraac o o a ^ o ta  i t u  ta r ja d i  a n ta ra  jnptyfc*. ■,... 

vürl̂ H r.on¿cdl bo:>£¡ o toñal ?  e ra d ll an TSom, d a la s -  . 

i n i  'Jo iíjrd ila fl ITegoi'l U anjaxna^axa j —tf-' •

'.'.ojXv'j.rixj;, 'ntlwrc uo¿v«nci c ia se n  Tuxui Taxsugat 

lc in ,  o lo a  Gerona cula-i ueuyen^cut pokolc pardeara. ,

ti ila l; jC-:ca 0.i.> o?t lifaan^ian  ; ........... ..  - »■- ■--»•

l.eniu'bcA.T» Twdiu* 'úordcscrlcm  p a r tí m’hane nn-paytla-'v  • 

'jraVjíji t^ rac '-a;- d i r.trs» «cica alcoo^oi -oifcfUS&'t da» Tu —.

•..'.vi '¿-'„Uijat ■&«yaaV.,A h&xuB ¿láyatele*« d ito la k  j  —  v—: 

.;oniuissn.;, WI.wc. oloh icsxana '¿argugat .dala» iaaato».

uii^Vc tol& h ¡noiijetíii^iían 'j v f r t  Ha.aorq>enBÍ> aadantfca»..\rg% •.
‘¿‘i.

,;u jc t Habo;t_^oncl tosaoJÚ t to lá h  diisamtikakaa aanuru t

p e ra tu r a n .... .^ ,
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^orctuvan tiskn Pcjo-lo Hakim ikan maapaaS-

vi:.\biii\jUaii ce'ioltui ..û -at Koaponei j —------ ---------v----- *■

I  «-I 11 ■ ! ......................  ■

I .oaiifjrA,, i > i *  zionjcdi iioreonlan potole d*los*- 

ia i  rJ.r,1 u-. 'v.iJ’.av̂ 'an hukuu t&akoh yang ta r ja d l -  

;-vir:.\". i’ -.-. 'Joi\,u.;at yanj noivanskut tcnah

BOA^etr. ? j -----------------•------------------------------------ -

‘. .Oi-JL; WLwiv. I  oJV^ujct u-.undclilkan l

- .'.t±uz ii.lr.': .voiiiivv a?.a judi boli a t a o  t a n a h  «angkat*,*-, 

a l a h  Ic r-^ tu '-  l o u j j u . . ; : ' ’;  -ii& ak  ^ o s n e i i  fco so ak su d  n o n j u a l -

-  -r-.’..;:-. / r f \ ;  t e v j t d i  w ito ra  P onccW ^ ”

-U-n .Joiyv^c,-; Lvrif.n;; j j iv tc n ”, dinana. Penggugat• -

*-el:C; ¿ajA-.-iiv’,.; '.:or.»2dn -C iv u ja t sea u la  $p*1 . 500. 000, “
W

fcV. olaa Taiicns, bv^;;. aohiaj^a oonjadi Ifeu — w

. v

»" f -----#—
-  r&ttrc dioc.:;±.ii ” I:cl d i ?'5o3 -o^jL^at Jvga ta&utang—

*•
'..orju;:.-5 ucju-lali *?>>♦ 3»475»015»~ untuk b« — 

lu.if.si ‘'.vrisn^^.'aAi'i LroRjjv^at kop ada 3RI -Sanjazna- •— 

:;m> j ---------------------------------- —<—■—r—!—
Wenlij^att^, bcurau sobalikiya '¿««gugat aen lalllkan*^^

f*’bsltuu '¿deh lo i'ja ii jusi beli secara sah antara-?onggtH 'i'.
; ?. •'-Vi5p • .

eooĉ -jJ. 'lonjual denjen .iferjivji.t Bobagei paabigll:-^^^^

s.-fnc ‘naali 3eu^:ota, dioacyiA2 bokwc, Tergugat ji«a  n t i M
■ *s’ • fy- fi

.vunydi piutang kopel» iwssw«&t bo jualah ^0*475•OtS*'** 

untuk Qoluai3i krodit licryjusat kopaia BBI-OBaajs

ilenimbc;^, "asia» dari jawab nonjauab'antar» P«ng '̂-' 

•Asjat deii T-ei^ujct teidepat keeecean d a lil -Panggiigat* ̂  

tfe.as tiutic dituatsli oleli 'Jox^sat, yaitu  t 

“ toleh barhutanj kepada Vaigvgitt- *
.•w
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i-o;:5C.u:_ 3•-• 'IJ.Cl' j , -  u i la l t la n  dengan bukti 5?.2 ,

— •:•.• -an i'r t d s l i  b a z liu iu #  -r-

•*- . «- v - J- ,U . * -v/* 3* *¡7̂  *012>"" | *1" ■11 ' J"
.. ■, '.j..'. .-.:; ',;m?¿zzl. '¡ ;U i  'io rjed i j u d  b * ll

••• . i w / a / i  r i . c  'icn^li e e n ^ o tu  t«rs«-.-

-iti T.'ilil: i 'o . JOl/Daoa K utabanjar -

I Isaliys TJndanj Tjulrjij lio. 5 tahun 1960 —

»ej'riww roi'awvcrr. 3 rjja r  i'okolc ¿¿i*nrla ( UUPA ) ,  p u a l  2Q;*..

i-ya« 2 t --------------:-----------------------------------------■—,--------------- ,-------- .

Iid : iiiililc u irjr t  b a r d ih  d rn  d ia lih k a n  k ep a la  p^hak v;
•

ln ln  f ------------- -— - —---- —-------- ------------- rV-.-v.̂

i’o ra tu rc n  i’o u o rin teh  ilo. 10 tahun 1?S1, p asa l 18 i — r—  

eavinp p e r ja n j ia n  y an j barcakeud aaolnlahkan.hak-.- 

a»«> voneli hl'A’ue dibuircilcen dongan ak ta  p * jab a t-.r-;.<2, y
&  ( iW i ' •

/  í • -3*'!Í¡üú£h¿, úzíiv.l ciirii J.4 yanj benqpa aleta duaL-vú
/ y .  i  Sj

*o o li -erften ü ca  2S " o i 1 9 C4  lio. 50A A ?^/1904 , » « * $ :& £ *  

bulrti / . 3  yan¿; bovina eleta j u d  bal i  tartanggal 

1 ¿'S4  i*o. 30/7/L0¿ ^ / 1 5 C4 , bulcti i ‘ * 3  te rseb u t valaupun ta le - . : 

cdi*. ce lin y e , c-’cülji in ico i oloh 1:arena teado •tangan.yanj’ -  

cC;. d id ro i den dibonciíicn olali sakai Sukoyo ( IPÜT ) . ,

corwc  ̂o n j ju jc t  dan uclca soh. mec^uny a i - kakuatan;^

sooc^'t'J. c la t  bulcti, atí-s h d  cana b o ra r ti  seo ara  formal-  

uc;lci'  'fcdah ¿orjed i jvtrl b a ii  r ln s  ’tendí sengketa olab -  ’

- oa., -.I;-« ; ---------------------- ■■■----———
...oni. f-ruij, bríirr. «I Lid bul .-¿i 2 .4  teroentum barga . 

toi'JoU . j ^-l  boli cdeluh ifc. 7*000.000,- sé — .

. buL-Si ¿ «3 c£cli& 2.500.000, -  | --------- - .■■ ^

- .o.-d^bcjij, b^.’.x :;8Hjenai edanya dua ha ig a  jual-
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- o l i  uoi'boic tejreebut, 2orú'.\j?t menyatakan yang- ~

'Joiirr -•{;•• 7«0 0 0 , 0 0 0 , -  aodei\$:en íen^^u^at t.etsj) si•ayátw*:

• n 'ci/Id: cdu. ju r i  'oali atoa t  aneh sengketa, oleh. karena^''-.

¿•¿pl b e li  »ersobiri d i t  sn i ci onjani a tas dasar p a k s a a n ^ '^  'V
• *. ’i •

i-cniisbanj, brlii.'a calcci Sulcoyc, PPJO yang nanbuaV'iJci.v; 

tvrie. j u d  b e li  -¿erseout nenjelaskan t ----------:---- >■ n i f c ^

-  üahuc. ved,s tó r tu  ;;aibucwan «kta ju a l b e li  te rse b u ti• * v* »/¿‘S
•i’A .J t l  2o :-oi 1?04j ?en£3 U¿at den Tergugat, Kepala y

•

'Josc .‘.adui :üo'-ii:.i Acn Sa^deo Ahncd Tarmldl, datang/meng : 

l- 'ic j ' v.ua lic li ; ----- -^ 7 — - --------------------------- ;— .——■' ’

-  'Jdv.T?. jorccno ¡ a i i  divier,- eaksi menanyakan mengenai—

n ia t  ;Uul ooli co n ec ta , Terpusat Bob&gai oalóh '

.. CMboli :.:oayatc£ecn " ya " sedangkan Penggugat sebagai . ..I
.*«

oclon ;o n ju d  nonycteken " t id d :  11 j -------------------- :—

- Rehira I :a ;u iia n  edad. Sukoyo sebagai P?¿J menyuruh‘'Peng ' 

juc;c.t ( o a lón  jionjvial ) diva Oor¿vcat ( oalon pembeli )

.. .unírje b a ro id in s  l a j i  ; ---------------------------- .. '•

-  .ÍcsIimc h e rí  i-cu ju js  nerekc. keaoali menghadep- dan d i — .

bucileh.cJrtc. jiv?l b e li ta v jse l 2 8  Hei 1934 Ho.-5 8 A / '

-  / t ü j  ío ^ c í I í  'Jj . 7 .0 0 0 .0 0 C ,-  j ---------*----- :

-  n;;.. i oi\,on;:i t r i s  jur.l u a li  dengan h a rg a 'Bp. — - .

2.5CO.OCO,- »i¿tí: t ¿ :u ,  terpi s sk s i membeníaicán

tc-jida te n je n  sck c i s e b e a d  jrPJÜ peda aleta ju a l  b e l i  — 

to r s e b u t  ( v id  o bvirii I>.3 ) } ------- ------------------- ;--------

l.eniiíbenj, eelcsi .áhü.ed Taxnidi ( mantan Sek-

:".oc «y.tc'ocnj:’}s\o.;crii '  :.:cnortu\;ls:e.n i -------- ----- ----- -------

-  .jC.Ii:,'!'. , i'i.i ' j i i i i i . o i  V?-¿r i>ul:ul 13.3C SJI3 Bckai 'd i' -~

Jo:r,;u¿ IU-c-l-íí' . .'-i :.:.v.o- ar& ( ¿ td u l Sohin ) kenu iian

' og í ' t j= c r . : fc  l:3iv..ah 3£j.iut/!’Ji-;12 { Sukoyo ) | -------------- j

-  3ahwa. v . .
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-  21 -

-  JcviVf d i  U 'jvLz>„'0, sek s i d is o d o r i  «Jet*,.

^v .̂1 yo li tcn rli a j i \^ o 'ic  'jaac s u id i  td a  ta n d a  ■tansanr, 

:y a  .JuLdfiao ( I  on_,ju^c.'i Bobajai nen jual ) ,  Srntoyo f  

( ^'«rjUj-et cebe^ui j s c o ^ l i  ) ,  Luroh dan Camat, dan^ui) 

-ir*X(̂*c 2»jOO«Oudj" | 1 ■ ,
-  .-tl'.ijj i.-.u-jl'onsa’lian 'oulrfci ul-rta ju a l b e li  te rtan g -.

j : i  £ 2  i.a i i;C/| lic r ja  .£>. 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , -  ( * . 3  ) |j

uc^.w; ilc r i  ^ e to r ra ja n  leodua salcsi t e * r  

zoV/a'c, aoirlc. Ju lrii .¿rSa jurJ. c o li  jo sq  ber'oeda ( P .3^  *• 

:.*s ) t . ' : e ; i r J ^ a l a n  sebagai ‘——r.

.t:; > ------------------------------------------ ----------- — ■-- ■

1. .:v-7.\. oi'uoir.c-'. j u d  1x11 1 ------- ------

-  Jivrii .  . 3  2 . 5 1 'D.OOC,- j ---------<--------

-Vi.";! ■ /] ‘JOirwVU.Z.3 7.wC0.000,- j ------ ■

.. . V« W i!: ^rl.r.i U'cr.iUjc'i 5u!»yo yeng pada -
-..•-I i:

•• •■:-•. i •••..• - j. --.¿r» ...;AVVii salai JenssUaSt 1 ih.-
r ’? rC  1
■ /  v V .  I Y'* ■-. -  ̂  i.:''rtu i t u  ¿<¿2■■ I V*-- ; " : ~~L -  ■ -■iAz vrfrtu  i t u

} I}
..... 'ji * / - ■ •’•'' V*

¿<&des ICtft ¿b an ja r — 

snah soncicota 3p. .— 

--0,- Aiyan ¿^ . 7.0 0 0 .0 0 0 ,-  adalah tidale  ----

-• "•o»'i::v.,an arvesi :Joi'juc;at 1 Sukoyo s e 

k o c i  l:o»iI:s l:a-o&ia ion,jiV jat sebagai oplon S ’rr

. enjucl t'c-n L:orj*-V_ci; sou'cjri celon pembeli mangenai-

: i ic i  ¿ucl j e l i  a ta s  tcncl: aen^Jiota 1 —r---------------~-r>

- on£juo;a1; soJE^-ai oaion penjual nenyatalciJi t tidale -

::o n ju d  j --------------------------------------------------------

Jar^i^uCt co'oajei o alon ponbeli m enatakan 1 ya akan 

-¡ar.boli ; ------------------------------ --- , , . . ^ i —
9 . . ■“V'-

. •
I -d  in i  ¡ceamjuiitun tid ek  adai&c. kebebasan kehendik-iH ■ ’•
d a r i  ^en^-u^iit e a -a^ c i p e n ju a l j ----------------

4a.Mwtv
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\% \

• 'vy-v' ' — 'r

.;. Citsi c::cci lro«jjul.1-at ¿I^aed C craid ij

. . .i o; '.j:..-. .la-j^-.gi.rnojcrcij 'oehwa sclcsi me ■— 

;.'.:i.; £ttr 1 -'oli te rsebu t d i’ runah sa k si--  

3 cooi f j id  isukul 1 G.3 O i O  dalam

W.ri£ai ciri a  ju a l  *;oli yrj^s oudah ada tan d a  tangan  ,

licT. i n i  i.c '.un j.;.. .t jvtz-- o i!id : yang bersangkutan

■¿onjcs: liroeoo ¿Vvt.1 ¿ o li  e;« as teach  s e n ^ e t a  t id u k  —

- 0:1 .¿hcdtu ucc.-..\ jc^cw ic-scrit kepada PPjC? d i  Kantor- -
\

. .00: ir :i  iV.n ;\~.u I » r  ja» cohin&va hol te rs e b u t

'wo^io:itL::jrji ¿ottjw i u?k su l dan tu ju a n  a k ta  Ju a l b e l i  

i-irtj -’¿siirli aoaajaiurnc. 2C Ilondagri Ho. 104/ W i / — 

1577 i't'AJ uonyouipusiiakcn den nelengkapi P e ra tu ran  t - .

e n te n i  ::-ir ¿'o. 1 l/l> .'1  J -----------------------  ■. -

5« Saliva bulvii 1-.3 d r ta  ju a l  "beli te rta n g g a l. 28 Mei 1984 

lio . 5C///j?i".,lj / lp C 4 don^-cn h a rg a  3p. 2. 500. 000, -  yung 

d id e u i  ko'ocnarcn tan d a  tan-jannyt. o le h  sak s i T ergugat- 

i » u ! : o y o d a n  ealtai P o n ^ u g a t .Vumad T aim idi, s e r ta r  

0 ; diAubuii^-icn dengan b u lrti P .1  yan& b erapa su ra t k a t i ^  

ra r ije n  Cca&S D an jcm esara , bahwa e k ta  ju a l  b e l i  lio<. 

53 /1924 delsi:; ¿ r s ip  k a n to r  Z eoasata:. B anjam egara . te j; 

t u l i s  .^3. 2.50O.OCC,- d ik a i tk e n  dengan.kew ajiban 

Cc.v.Ft sao c ^ s i Sl'JC ywii* ec lah  sa tunya ia la h  menyiap 

a a l i  d a r i  e lcta-alrta  yang d ib u a tn y a , maka b u k t l^ '- ^ ^ ^  

i n i  j e l a s  d ip o ro le h  d a r i  a r s ip  k a n to r  Kaoam ati^JBan^

j  « m e la r a  ; ------------------------------------- ------------ ---------—■

IIoniiibEJv;, jrlr.fr. dr^ri ^ortinban^an-pertim bangan — 

iovco'jut d i  t i e s ,  ¡.seka I la jo lis  Haldu berpendapat bahwa - 

£.:ce ju e l  b o li  y a r j  to rjF d i an ta ra  Penggugat dan Tergu*- 

..x'i eii&a ta n d i Gon^ketc. te la h  d ibuat t id a k  sesuai dengan 

»rocoivtr liulcui.i y c n j  'oorlalai, o leh  koronanya akta ju a l —

b e li .
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‘>oli •¿0*'30'jlVv •iii'.,-:: IT.-i :

__ _

: ‘.«;ii}.5u\-:aj, '-¿v» oloi !%xona akta jual MLI Hb. V  

kertw ij'cl 23 Hal 19S4 tidak sah menurut:
«•

• .'f':* ;ien;li;.ain/?orriiliJ!n ’Irlc ITllik atas tanah’~ '
* • * *■

.•tilr S o rtiS ila s t -Ir’: l i l l i lc  ITo. 6CA/Don  IZ irtabanjam agara’ 

V'.'Aj aatvXr n.-*j4s S\£d.r.:ne d*  fiho Kiat U«

:v«cs ncxc 2unto?o bin J ju  SsdjcB^l nanjeii tidak u h .^ 'J

«»ula | %
I-oniri’.brai-, biK«: alun ta tap i olah Sarana- 8erti£l$*

‘ dM i
-:a t !Ick i l i l i k  coruyelicn keuontiysri o d ia in in tra tif ,  pro1̂

V
<*uk e’.a ri 'TS7, rolcc cesuoi kowanangan yang a la  -pala^pe *~:.- 

iT iilen  v&UQ| Po^adilan ITojari Senjaraegara hanya ■**£..• 

aclir* or'-^riion/^erelihuii hak milik dari — - '• 

-uldetao d .  ; io  12.r -  l'io xonjedi atas nasa Suntoyo-bin 

-'¿u O cdic^i ti-Uh usrjuy e i kokuetan hukua ( buitaa.^-

c:'=Rt t^3'«P : J ----------------------------- i------- "‘““’"I
'oc?»?e suiei'Jutiva Uajelis Hakli akan -

aosoartir-bai^Jian d e lil i'e rjio 'tt bahwa tantang' jual-bali^
•rf.

c*ias tanzii ¿an bsa^uiiGn soiv^eta telah  dilakukan-aaW 

Iti1.! cdr/iiibur. jav'i. sirtr. jual boli antara Penggugat a« —’ 

^Cei .Jonjwcl den “er^njat sebagai peobeli j ■■■
• *
—oniaba^;, ’jfhrjc, dclen jamibannya Tezgugat' Bengfc- 

*v:»jcaa 'oalura ;?c£a te a ^ a l  38 liai 1*83 talab dibuat' — 

..'Oi'jpnjicji aoaau-ici»5 ¿ucl boli entare. Pangayugat dan- ®-er • 

„«.jat tontpi\; coAjzaia. ( Jiulrti 3.1 ) akan ta ta p i-’

—¡¡t' .5«cl ooii a-Jiji -d 'ia r. eloh Merona S ertifika t Egt-

• i l i k  i.o. oOi/l)y-c ¡.ivii'.bsadiamojare olah Penggugat d i -  • 

irAikeii ¿ci-^acn ki’o i i i  d i 211 j ..................

- o:ii.Mjcn-, ¿ „ a  i-atorwijan saksi PeuggUgatl

•U»no, fi^ya c l. vo '̂o .71.wi, Duli Suoipto» tozdegpat
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friria liul.-v:.-. i w t  antcru tenjjuüat dan Tergugat p «  -. . .• ' % 
su:. -iorSi-Ji .  srl»u;vifa V.visvw iuStaaa jiMtaos, dal*m lpflL 

.r :v  - o n j.y ^ i  soTi^ei pibck yens fceJ&Vtans t o l « . ' - , ,  

¿u^at ouac^;.i piá;£c ;/aJS boxpiutcnc, hal mana dibenar. ‘
* ;■v é 

lica oleU V o s e u . s u a  vJorcTCat j .

..o:du-'aa.-.j, bc^ie, isoajali ¿ersoelon aelanjutayar .

is lc h  i rdii-uvi livCbua ;sa sirirre hutang piutang yang '—-
»<JU

-is-jjuii íx '¿ :^ . don ^exjujat dandan Jual. —..•• *
. . *  ^

j  o li  tcnd*. 3o:v>:ots. tareobuft delea S ertifika t Halc . —»<
•---------------------------------------------------------------------- *» - 

:JLli:c :?0. cl'l/Jeea nu£¿hcnjnsRQ;jara ? |  •---------r----

:.0 .'Anl«rJV;i VJivt dari bvCrti P5, ?6, P7 yang ¿--7* 

bosipa Ir.i’Smsi, buirSi-bifirti (.¡ana velaxpun tidak ada.'. ' 

te li.v c  -o t i j i  dengeñ keterangan —

c2l:c i-c ij^ i l'o:'._v,v,;rt i Sv&ono, :Iipan a l. Joyo Sftpan, 

Cvi'n ."«ti&i .,uoi ¿0 aoliiiijjt. laerupekan petunjuk, niabuk- 

tiliu» b;Li*:t - c c v t o l e h  iictinjam uang kepada Jej?-. 

lAVj;;«, _.i:i¿;.:.¿'. -_me. copule 3p* 1.897*500,- ( tanggal.

2C ■.d.-toubor 1J?£ } ololi karena bunga berbunga m  —

S*-i«iya jualah Uutens i  « u re a *  Upadla Tergugat pada -.

t e n ^ - j  1  '/ •  c i  i ; : " ;  ■ v .  7 . 3 0 0 . 0 0 0 , -  * ---------- f

Kenimbanj, iu±.’.a. jike  bukti ?5, P6, P7 dihubung 

litiR don¿cn biCrii !J1 . ' . j j  borvpa surat Pernyataan jual 

bol i  tcncli Ú£& osAjuntn tensii aengketa tertangjfal 30»

vvjd. 1 J¿3> i-ii ^umbuktiken t ---------------- -— '

Jelurr. *.rrlc.iyu;i -iiie.'c -'iassassA eken te tap i d iaiai. ^«r^. 

o±:?vA t>e;iw larisi*; piutrAS yeng te rjad i antara Pang 

ju^ot sebenci /ans borauten£; dan Tergugat B«baga¿'3nfw
r 'i”

ytxtj boiMiu'jfjij toleh diljouoonaaailtan menjadi jual —-
>»• *

b e li tcaaL c'tn bsnjunen tersebut dalam S ertifika t Hak'' 

'. .111!: LTo. SCi/Doac. Xutábenjaxaegara atas nama

Sukiatno.. •. ••••
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-  31 -  '

-vS.-ic'iivj •’! .  ICxo Sicvfc ra.o ( S'an^^usat ) kepala/men » 

jc;U  .U U : ,/jnioyo bin  .*.bu Sedjra^i ( Berpusat-)\m -

i  ;s-=b«?.A j ------------------------------------------------- i l —i-

!o::i. .0 Tjili-.jr jorbur.t.-n huhua hutang p iu  — • 

i r n w ( jru inr.»  t « « h  so n jce ta  ) d ic a tu - -

. cairi:- •.•.e_,JVi£.tcn Lukuu Jual b e l i  tanah »angkat a' ■ _»■

O.L’. i i n  vili«!: :..oi*.t;>cken dua porbuaten hulnan yang t a r - '  •.

...ii'i-h r; -iu dsn lo'innyr. 5 ------ :----- ------------- >

1 oni:i--.-...;, -ulivi?. ;1rla.i *ioxi:cxe i n i ,  opa yeng - 

•«.c-;, .U- r.vfcs d :n  .'oi*jvii;at t e r s i r a t  s« —

’'"-•"i <■?- di.':3” =l -.lonjsn Byarat " za ilik  boding1*-

— -  •• rn-: t l iU h  ;”i;3r!:enr.nl:rn hanurut hukum \ Iu r i*  -  

;;iv:'.ar.ci : ; j z  - i o r i r ^ j r l  5 ^osesiber 1987 lio. 3438 K /

- -■ -/1 ,'v.y , ; --------------------------------------------
” 3rJ.::a;n;, brlv.rf. o lah  kcrana ddam  p erk ara  i n i  

^olv:.:/-li£cI: S i l a t  c-2£:en s i t a  jsrd n an , maha t l a ja l i s  — 

'-r-d ii 'bi'ic-1. :*.oii3oriiuban^;annya 'f ■■■■—■■-—- - - — ■:.>

U ^onii-.bi>nj, bshwa nen joaci perm intaan Penggugat*

« C «  putucen yeiiccra i n i  dapat d lleksanakan  t e r l e b a r  ..

¿ ch u lu , ws1ru>iui cAa upaya hukua banding,- k asa s i mau'. 

i>un - onlnjciicn iro:.'oeii, o leh  karena-belum  meiunuhi---rf^j
* * *V**

iso-Sontucn p ae s l 180 U H , ueka harus d i to la k  f  J

L aniubenj, bahwa mengenai b iay a  p e rk a ra -y a n g ^ ^ ^  

tim b u l dalam parkarj; i : \ i  lu ru s la h  dibebankan kepala-

^•rsu^-a t sa b a je i p ih ck  yang k a lah  |  —— -

llenlmben^, bahwa berdasarkan  p e rtim b an g ^D r^a i^ ^
« •  v' iM >. „  ' t>A'

t i a ’oGincjan d i  c ta s ,  moka i^ f a ta n  Penggugat h a ru slah  **>;'

d inyatt& cn  dilcEoulhen untuk sebagian  j 

3.11*11 i ------------

- 'o n in jt j jj ,  baliifu se lan ju tn y a  M aje lis  Hnlrt’m - i -

akan»
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sJ:;:'. ju jn t  .'iolcoryensi yang d ia ju k an

olo!*. ? o L o u . .  o n c i/l o^b'Joe't Selconpenai |

bchira. da'Leia ¿u^&t Retonpenai teweTw&VT 

 ̂ i — — 4 "
-  .ijiiwa C3;: :^  'i ai-jadinya ju s i  b e l i  tanah  ’¿m  bangunan«

' ¿ e r i i i ik c S  ili.- : ITo. 501 te r s e b u t,  Tergugat 'R a^ - ',

Ijj:’_!Oiu;i/_ en ^ .v .js t VJonnonsi te ta p  menempati ta n a h / . i jp  

b-*4 .;unau s e a l o t  a Eeijpei dengan oekarang, a taa  E k l ; '^
* ■*( • J»

urai*. - a n . .'.o lsnsonji noraiia d iru g ik an  j --------- m™*

-  JoiVAju» -iel-rnyanai uoirpunyei hutang kepada

1 c. '.j.vv,,vc ..:a.o;i o'-i^i co jualeh  S?» 3*475»015.»“  yaitu.-^-
"* liil n?ĵurvi-jl.. Eo^b^yir hurtcnv T ergu ja t Rekonpensi kepad* '® 2̂ f

■ jt!c'i
~ £ n jsrnojzrc. ; ■■-- ...— ■■- . î —•■■.■■ -1

Keniabaiio-, bahva' oleh karena dalam gugat Eonp«! 

tii >clci: te rb u lrii baht:a an tara  Penggugat Kbnp^nsi daj§ 

- o r ju ja t  ¡Conpensi tid a k  te r je d i  ju a l b e l i  a t a a ^ « « ^  

b:ivjwnan eohjjiata , cafca konfoun dengan h a l 

tc l: i-dfc p u la  Lorujii-ji y u \ j  tiq b u l pada pihak Tergugat-*-
»r <.^>:vpenai/c en .u^at lielio^jenai ) - —---------------------——r r ? »

lioniubciij, bch ra  dalam ¿u^at Konpenai, 'Penggugat.'“' , 

IioiV;ensi coiVv.'‘i i i : ;n i i  "bshva P en ^ u g a t menpunyai hu^angf^

-.c_>ade. ¿Ie r,ju 0-at ¡Con.:enoi eo jualah  Rp« 3»475*015i“

d iau b u :\^ ;tn  d an jan  bu lc ti-buk ti menunjukkan bahwa h id ^ ^ g  

te r s e b u t  benar, at&n h a l wana te rb u k ti  bahva Tergugui; 

Helconpenei tiorajunyai hv.tanj kepada Penggugat RetonpMiSR 

s i  c e ju d c i i  ^ ) .  3 . 475.C15, -  j -------------

Ueniiiibcnj, bahwa berdaanr pertim bangaa-pertiM '^^® ?
d-..

.V. /c ..,t :• i ;, j u j a i  Rekonpensi-

di.’:p:'loul}:p.i "r'v:'.'.c.-/.: ■ ■ Lt„\ ; ___ _____ __

I-ienircbenj, bclnia icen^anai b iay a  p e rk a ra  yang —rr-. -

t im b u l. . . . v /
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•6¿::’ov'. A-.’. . : ,  t

. .;v¿ ¿ •
-c: svLiV. _  ;c.. ¡_; ; ...J ' V , . . . . . . . . .................. -

.. cfvc*l .‘ívcítí. '.«;’ * * i ; ■ ,*.* .. t 'n¿\? —

- c ’iwiiiilr.a  wvívJI; :c;.b2 Ä'.-l;-.i;ra ¿¿ i _ ; c i i  i-:'. :.:c; : l r  -

1'e.yclE «ta-"«? - ori?;iciica .-ivzj. iv.c .es:, j -------
2 1  lwSantv¿.v. 'ùsv- ï-î ’i va ¿«»„ui —>

-. J  • . ) A ^
-T’** r.^y ,

— . onolcl; s.ïj c i i * .:¿x:í .:c:: ..’. . . 'i  v̂ *ricL; ce -

• . #«■%■ b  j  : — 11 •  — ' ■ • 11 •

1« .-i»« _o ‘i ujf.’fc u.:«»: c-so:. i: n ; -----

•• 3*v* «Mkfen <íc_-.:c. .•%«* '• i- l  Jsli . v*
2¿ ;.oi 1?í.4 -¿iii'I: r.di ¿ai V ia l ¿»."i 

huku^’j ---------- ----------------------— ----:--------

&

l:'ony¿te.':yn bcliwc ¿&j*>»¿uren .-aralilirn Iirl: .'.'i? 6 te£&i 

dsl-n  iíortiái^s-i LwJ; ..iliL: ¡To. JOt/jast- IX-i.tbr^rr — 

a e jc i 'o , ¿ e r i  v-cs  -is¡.:c -AÜiriüo s i .  tfcb Jftd t tola - — 

:lóí.,1^¿í :vr;:.; ¿Lulte^o \>l*n ob* Sadjafgl ;.i —

olôîi .;::*íor - j'-'«: " I . - ¡ : t  . i-jí.j :.>■

•i'.:-’: ..i'ii ' ;n ‘i i l i l ;  • -c _■<•• V-i ' ..\.L
c:’.Too- ;-5clloii ) j ---------------------------------------
1 .c:’.eriairii':c:i I:oj*Ä: "Iv'ïj.v . ?-r: —

'J5iijr.xti3.jcrt uii-iiul-: ï : . ■■••ï*. ;:¿ ¿M.'cT.ir.;.-!-

It,!: f/’i.-.c tp.TL.Ji .y-á.i .■ ' .  i'.t'. . . "■•>. *-1 / '. - : .

ICciebsn^aris ,ï.rt 'tai'ic'-ci ; -..... —.....—.... ........... —
• oĵ '-iv.Vu:'! Jor.u  ;; t  •c.r’y. ;• . \  -

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



K i l ik  lío . 601/Doea Kufc&'oanji-¿'no¿crc. Icepcïic. '..:U3t.v6 - oi^ ují-.v j

6. M enolak c u ^ e te n  ïo n j ju jc . t  uíyív¿í  o e l r in  ilm  selo '-ilir^ 'c  ; ----

i)AL.UI Sliajiil'.TITSI i -------------------------------------------------------------------

1» UenjabuHicn cuo,'£teui Jonjjvvi’K* Holionionci vjvSu:: ¿aosjicn  j

2. iIon¿liuí:wa T o r ju ja t  ¿lelainper.si ra tu l: sa.'ovi™  luvisn^-E !:o -

n rda Pon^ju^e'i Ko!:oir;cnai ee:Ju3.rf: .'>• > ----------

3 . ïlonolclc ju¿-F.i«n Poi'.j.a '.jrt _'.e: »r.;;.snsi ivviii: sal-_i" ¿ m  co —

süjü: :cc¿a.:3.T.;Á o.-:.: .ti;o:r. •: ¿i : ------------ ---------------------
— IleaW oai&cn b icy s  ysjnj ■ci'.'ovl í.íI k .. -orr^-jx í : i i  i:c;-nlr. ’'a r -  

¿iVjat X o a jG tä l/te .x z jv jz i  2c¿:d.*ív;o.vi5Í c c ju i r l ' .  ... . 2 ??» ^ - >- 

( dur. r r tu s  co;::bilcn ..-.¿uh ¿Ijv. 1î:.;ï

3e:-iilJ.. n  ¿ i_ iiriua:pa ’̂ î'.vïunrr. i : î i  1 v:'• r..\,'Vi ; i ' v.z/r::c -

re .írn  i l e j o l i t  h s r i  i -i.-.''-, •¿..u,;;:.'.’ :'3 - - i  r¿\ 1 ol-jL

kl'-L’ii _ • »*0 — ..i — - viú¿*. SCu« ..¿̂ ¿Í!ü *.Cúu£ . .ijc***Í£, -i -j-• -

3UíCS3:0Y0, :v .  ■■;?:• ïaiLOTaî, si:. e e V .,r i ^d.:.: .':v¿: jo

ta ,  C.C11 U.vV»l; '¿.'.V».; —

liax i ; 2XZ!, 3c : .ci 2^.1 o leh  l la jü lic  ».’jí:. •ï.-âîU vï ,

don^wi d iu rn -tu  .' TCÜ j  :. co'-'r.^-? 1 .  o n j.;í;rii

cl JJ1 dili.T ilii'i ro n ^ ju -a t  ¿un ï o r  .u..:.-ï ,  a e r tr  'i;:'.'t. h.O.iirv— ----

Ĥ Jd.tn Anego ta,

T td

1 . BAKDUNO SUHSRMOYO. SH.

HíJdm Ketua, 

Ttd

JOHNY SAWTOSA. S H.

T U .

2. RA. PIPI ISMLATUN. SH.

P a n ite ra  Pengganti,

* td
AQU3 3ÑDRIYAPN0. SH.
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H il ik  lio . 601/Doea Kutabanjca-no j t r c  ice^rilc. '.'lar.rt •Jair.'uji-.» ;

6.  Menolak ju s c tc n  k’o n j ju ja t  vai’ivit a e lr in  dtr. se lo b iln v c  ; —

'MJJiA JOSODi.T.'iiSI i ------------------------------------------------------------------------

V. liensabulken cu^eten 2’onjju^s'i: lio^n^anci liR-iuI: ¿aoc jien  j

2. ilen^hulzuifl T oi'^u^at 3e!:orro&r.3i  untul: -¿e: 'osz'ss Iv.rSsn^-e: .’:o -

n rd a  P oncju^c’S iiol:oir.-cii3i es;u : i r f :  3 . i3, — ; ---------

3. Konolek ju^r'o rn  ?oi\j.;iv ;rt ,'.e; s r .ii ivviii: sal-J."  unn co —

1 obiluiyc J -------  -------------------- "----------------------------------------------

T)£ t  . v - O *vr ĤwO"7 *iiiT * *. i

— Ileabab?in’:cx'. b icys -tiv.bi'l dtJLr:.. -or':ca\ i : i i  ":c;-nlr. '.:oi'-

¿U ja t ::on_j€nci/roAJJv\.:;-.t Zelao.TMcnsi cejuil?!'. .... CT3*?~" >-

( d u?. rrfcus coiib ilcn  ...’’iUvu -_:i ¿-ibu Ii:..v -y  ̂ ru .;icv:';

3e:dLJuci dijurius^cn :.:ii :’..lt.; ■ r......‘i \ : r  -

iw ; ;n  S e jo l i  c. jirds. liari, i ;".3 ■ -'i S M  olaL

. •  * * C  » I H  . . . . .  .. V I .', «J  l ^ t *  £ C l > i  J C .1 ¡ilii  • . S l i u i  . -J, . . . . j —  •

SUICSH.GYOj .; .* d * .............. r .  j.££-;X.M?ui? j 21.. eec- ,r i  .'^Vj'jo—

'¿a, dc;i dcl:r: «c’jVi:? --.'.Vj.: _.,.:.u. —

h a r i  ; >C : ,ci ZZ-A ola*:-iH^Glic ■.¡:±- -r-C^vi >

don_cin d ib c r.tu  .,X 3  ~ :. co'JCjsi 1 ;;iwOiv .  oi'.j.jrr.vi

don d i - i r d i r i  ro n ^ ju -a t  den i'o r  sjerir •i::'- -i. li-.v.ii'::.;— ----

Hqjd.ni Anggota, Hakim Ketua,

T td  Ttd

1 . BANDUNO SUH3HH0Y0. SH. JOHNY SANTOSA, S H.

Ttd .

2 . RA. DIDI ISMIATUK. SH.

P a n ite ra  Pengganti,

*td
aoR irA ryo . sh.
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no. 455/pnr/20oi/pr.sMa.
‘l— < ̂  i«—*•—i f ~-^nr"l •

SEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANO KAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang 

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pgp- 

data eooara Kojolio dalam peradilan tin^cat bon ** 

ding atoa Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa- 

Tongah d i Semarang tanggal 16 Oktober 2001 Ifomor« 

455/^dt/2001/F5S• &ng ¿alam sidangnya telah menjatu& 

knn putusan sebagaimana te r te ra  di bawah in i  dolan 

perkara antara 1

s m m m  b in  ABTJ SADJANOI t

P ek e rjaan  Purnawirawan POLRI t bertem pat t in g  

g o l di Dosa Vanadadiy Keoamaton Wanadadi» Ka 

bupaton  B an jarnegara  |

Semula TERCRXIAT> s e la n ju tn y a  d ise b u t sebagai

M e 1 a  v  n. n  t 

S U K l A T N O f

P ek e rja an  sw asta , bortem pat t in g g a l  d i  Kelur 

ra h an  W itabanjam egara» Keoamaton B onjam e ** 

gara»  Kabupaten B an jarnegara |

Semula s e la n ju tn y a  d iseU it seba “

g o i JEHBANDINO p

¿.-u n_i.
PH4ERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq« KEPALA 

DAN PERTANAHAN 'NASIONAL JAKARTA Cq. KEPALA -  

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL JAHA THiOAH 

DI SEMARANO C^. KEPALA KANTOR PERTANAHAN K& 

BUPAIHi BANJARND3ARA DI BANJARNEGARA f

Samula «»».»■
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3 «nu la  TUMil  .ffSRWSASt se la n ju tn y a  ¿¿sebu t sebagai — 

TfrflfTp 'PERBANimO y'V/m*.

PHTOADILAN TINOai TERSEBUT I

T e la k  membaca bericas p o ik a ra  dan semua s u r a t  — 

y a n g  ‘berfaufr-mgan ¿engan  p o ik a ra  i n i  |

M emperhatikan dan menerima keadaan-keadaan euj. 

n g o n ai duduknya p o rk a ra  i n i  sebagaimana toronntum d i  

la ta  s a l in a n  rosmi pu tu san  Pengadilan  Hegori B anjar — 

nogara ta n g g a l 30 Mei 2001 Mo. 38/P d t . a/2000/FN.Bjn  -  

yang  amarnya sebagai b© ilkut 1

-  M enolak elcsepsi Tergugat ¿an  T uru t Tergugat untuk -  

se lu ru h n y a  f

2* M enyatakan bahwa Akte ju a l  b o l i  No. 58/V/EPAI/1984 

t o r ta n g g a l  28 Mei I 984 t id a k  sah  dan b a ta l  demi hu 

kum )
3» M enyatakan bahwa p en d a fta ran  p e ra lih an  hak a ta s  t a  

n ah  dan  s e r t i f i k a t  Hak M ilik  Mo» 601/Desa Kutabarr* 

ja m e g a r a ,  d a r i  a ta s  nama SuldLatno a l«  IGjo K ia t ~■* 

M e  m enjadi a ta s  nama Suntoyo b in  AUi Sadjangi yang 

d ilak u k an  o le h  K antor Pertanahan  Kabupaten B anjar — 

n e g a ra  t id a k  sah  dan t id a k  mempunyai kekuatan hukum 

(B u ita tt flffeP* S to l le n )  j 

4« M em erintahkan kepada KnrttOI fo rten ah an  Kabipaton — 

B an ja rn eg a ra  untulc mombatalkan penAaftMiOft 

an  hok a t a s  tan ah  pada s e r t i f i k a t  Hak M ilik  No*60l /  

Doaa Ku tabun ja m  ogara to ro o b u t f

TEfTANO DUDCKNTA PERKARA 1

w W jtft KDNPHTSI i

M ongabulkan g u g a tan  Ponggugat ui'ituk seb ag ian  |

Menghukum » t
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5* Hetitíbtifaax Kergugat untuk menyerahkan S e rtif ik a t — 

Hnk M<i«e K>* 60l/Sesa Etatahandatnagnra kepada Ofc
•¡

xu t Tergugat j 

6« Menalak gugatan Penggugat untuk aa la ln  do» seleW li

«ya t  

M JA U B S S m S S ÍJ L

1* Mengabulkan gugatan Panesu®»t Rakonpansi untuk 

togian |
2« Xekî btdasa Tergugat Bekonpensi untuk membayar bu — 

tangnya kepada Pianggugat Bekonpenal M juolnh

*» 3*475*C15*- |

3* Menolak gugatan Penggugat Retonpensi untuk selain*  

dan eelebüw ya |

JALAH.KPHPKtgc bak REKOMpgrsr .
** MsoiWbarilean 'biaya, yang timibul petkara in i KQ

‘“ '■' '■“jV^Nmada Tergugat Konponai/Ponggugat Rokonpensi se  jura -
v £ \ j
■ ^ O j . « / r *  ^  299•5° 0»“  («*»> ra tu s  sombilor» puluh eem ttlan 

/M - '*** %iaa’ » tu a  ru p iah ) |

r r i i &
X«nbaoat Belaa Pemberitahuan putusan dll unr  ha 

d i r  Ho* 07/Í’dt.Bdg/f20ai/PS.Djn jo . Hb. 38/« lt.O /2000/  

JN«B;jn tanggal 14 JUnl 2001 yang dibuat dan di tanda -  

tangani oleh Jurusita  Pengganti Pengadilan Negeri —  

Banjarnegara» yang ioinya meneran¿2can bahwa teloh raed 

b e r ltnhukan kepada Turut Tergugat tentang putusan Pq 

ngodilan S e ja il Banjarnegara tanggal 30 Kol 2001 Ho •

38/P 4t* a /200l/ÍW «B;Jn |

Membaca» R isalah pernyataan pemohonan banding 

No» 07/Pdt.Bda/20aL/to.B  jn  jo.N o. 38/f td t.a /2000/FN.B jn  

tanggal 7 Jun i 2001 yang dibuat dan d i tanda tangani -  

o le h  P an ite ra  Pengadilan Negeri Banjarnegara» yang *"■ 

ls is y a  menerangkan bahwa Tergugat mengajukan permo —
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hanan banding tarbadap putusan Pengadilan Hegari Ban

jarnegara ^oTfig"1 30 Mei 2001 Bo* 38/ftlt»Q/20Ql/fc&«Bjn* 

Monbgoay Bisalah pemberitahuan penyataan per* 

mohonan tanding masing-masing Ho« 38/Pdt«G/2000/PlT»Bjn 

jo .  Ha* 07/Fdt*Bdfi/20aL/EV*Bjn -tanggal 12 Juni 2001 — 

ynng ¿ l lu a t  d i tanda tw goni oleh Jurusita/Juw&ita

Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara» yang isinya- 

menerangkan bahwa adanya permohonan tanding dari Ter -  

gugat/Pemhandl ng tersebut teloh  di bori tahukan dengan -  

saksama kepada, Penggugat/Terbanding dan kepada Turut -  

Tergugat/Tuiut Terbanding |

Maiibaoa) Blnn.1 «v» ^ m b  memeriksa bezkas

perkara masing-masing Mo» 58/Pdt«0/2000/EN-BJn tanggal 

9 J u l i  2001 dan tanggal 11 Ju li 2001 yang dibuat dan *•

. d i tonfla tangani olek JurusLta/Jurusita Pengganti Pcnga
v > -  • ..

is inya  menarangican bah- 

v diberikan kos empatan -

fa di Pengadilan Hogori- 
■¿y/u ." • —— -

Banjarnegara sebelum berkas tersebut dikirim ke Penga

d ila n  Tinggi Semarang |

Meabaoa» Memori banding ^rd . Tergugat/Pembanding 

bertanggal 15 Agostus 2001 yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Ketua 

Pengadilan Negexi Bm dan ditozima di Keponi **

te raan  Pengadilan Negeri Banjarnegara *nnfl8ni  15 Agus ■ 

tua  20011 dan .memori banding mana -telah diberitahukati- 

dengon seksama kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding -  

dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing dengan rft 

lasnya tanggal 16 Agustus 2001 |

Mamboou, Kontra memori banding dari Pen£ssugat /  

Terbanding bertanggal 4 September 2001 yang ditujukan

tamaflft ttt

y. I

. AS t ‘m 'jHoye)

' ®eor l  «m jam aeara yang

Jvii. kejpoda para pihak berperkart 

tmtuk mempelajari b^dcos pedeai
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kepada Ketua Pengadilan Tinggi Java Tengah di Semarang 

fnfti,wint Ketua Pengadilan Segari Banjamagnra tnnggnl 6 

September 2001 dan loontra memori. banding nona telah di. 

beritafcukan dsngan seksama Tergugat/Pon banding

dan kepada Tuiut Tergugat/Turut Terbanding masing-mar 

sing rel asnya tnnggni 8 September 20Q1 |

teotako nsanmsHW  hdjom t

Menimbang) bahua permohonan banding dari Terca

gat/teembanding telah diajukan dalam tenggang naktu dan

menurut oora-oara yang ditentukan oleh Uidang-Uidang

s e r ta  nywat-Byarat lainnya te lah  terpenuhi, maka peflt

mohonan banding tersebut dapat diterima |

Menimbang» bahwa setelah membaca dan mempelajari.

^«ngnn seksama beikos perkara beserta salinan resmi 331

tusan Pengadilan Hegeri Banjarnegara tanggal 30 Mei “

"S^Ca. Bo. 38/Pdt.0/2000/Hi.DJn yang dimohonkan banding

tersebut dan meomerhatikan pula meaozi banding dan• iU b
/̂ kontra memori hnn̂ -ing yang diajuknn .oleh Para Pihak bec 

^perkara» maka Majelis Hnfci« Tingkat Banding bespendapat 

bahwa pertimbangan huktm Majelis Hakim Tin^cat Pertama 

ynng dijadikan nlm^n dfln kesimpulan untuk menjatuhkan 

.putusan dalam poikara tersebut' dalam Kbnpensi mau 

pun dalam Rekonpensi sudah tepat benar menuzut hu — 

km  sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan 

diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan 

pendapatnya sendiri dalam memutus perkara tersetut di. 

tin^cat banding, keouali mengenai diotum ke 4 (empat) - 

dinilai Pengadilan Tinggi Semarang sebagai melampaui 

Kenangan dan diotum ke 5 (lima) dinilai Pengadilan Tina 

gi Semarang sebagai tidak perlu karena SertifSkat- 

Bak Kilik Ho« ¿01 sudah dinyatakan tidak mempunyai kft 

kuatan hukum |
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M e n d a ta n g »  b ah w a  o l e h  k a r e n a  i t u  p u tu s a n  P e n g a  -  

d i l a n  S e g e s l  B a n ja r n e g a r a  N»« 3 8 /P d t« G /2 0 0 0 /H i» B  j n  t a n s  

g a l  3 0  M e i 2 0 0 1  p e r l u  d i p e r b a i k i  s e h i n g g a  a m a r  p u t u s o n -  

• e b a g n im a n a  d ib a w a h  f

M enim bang»  b ah w a  o l e h  k a r e n a  T e r g u g a t  B b n p e n s i /  

P e n g g u g a t  R e k o n p e n s i  d i p i h a k  y a n g  k a i a h  d a la m  p e r k a r a  — 

I n i  m a k a  k e p a d a n y a  d ih u k u m  u n t u k  m em bayar M a y a  p e r k a r a  

d a la m  k e d u a  t i n g k a t  p e r a d i l a n  |

M a i g in g a t  k e t e n t u a n  d a la m  p a s a l - p a s a l  p e n m d a n g -  

u n d a n g a n  d a n  p e r a t u r a n  l a i n  y j in g  b e rh u b u n g a n  d e n g a n  p e c  

k a r a  i n i  f

—  M e n e r im a  p e z tn h o n a n  b a n d in g  d a r i  T e rg u g a t/P e m b a n d in g *  

KiM TOArhniki p u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  B a n ja r n e g a r a  ** 

i  2 0 0 1  No» 3 8 / t d t  •  O /2OOO/PN »B jn  y a n g  d lm o h p a

— M e n o la k  e k s e p s i  T e r g u g a t  ¿ a n  T u r u t  T e r g u g a t  u n tu k  s e  —  

l u r u h n y a  f

'JMMH WWiUTS&m 1

1 *  M e n g a tw lk a n  g u g a ta n  P e n g g u g a t  u n tu k .  s e b a g i a n  |  '

2 *  M e n y a ta k a n  A k ta  J u a l  b e l i  t a n g g a l  28  M ei 19 8 4  M o. 5 8  /  

Y /2 T A E /l$& 4  a n t a r a  S u k ia t n »  1 0 »  K L at B le  d o n g a n  Sun  —  

t o y o  b i n  A bu  S o d ja n g l  b a t a l  d em i hukum  $

3 *  M e n y a ta k a n  SHM Bo 6 0 1  a ‘« a s  nam a S a i to y o  b i n  Abu S a d j a r  

n g i  y a n g  d i t e r b i t k a n  o l e h  K a n to r  P e r t a n a h a n  K a b u p a te n *  

B a n j a r n e g a r a  t i d a k  m em punyai k e k u a ta n  h u k u o  |

4 « M e n o la k  g u g a ta n  y a n g  s e l e b i h n y a  |

DALAM MKOltPEKai .

1 *  M e n g a b u lk a n  g u g a ta n  R e k o n p e n s i u n tu k  s e b a g i a n  )

b a n d in g »  s e h i n g g a  a m a r  s e le n g k a p n y a  b e r b u n y i  1

iM-KpgagaLj.

9f Manohntntm----- -
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2* Menghukum Tergugat Rekonpenai untuk membayar hutang

nya pada Penggugat Rekonpenai seb esar Rp 3*475*315»“  

( t i g a  j u t a  empat r a tu s  tu juhpuluh  lim a r ib u  lim a ba 

l o s  ru p ia h )  |

3» Menolak gugatan  Penggugat Relmnpensi untuk s e le b ih  — 

nya |

DALAM KPNPBJ3I DW REKDNPiygE i

— Menghukum .Tergugat Kbnponsi/Pen^gugat Ralconpensi — — 

u n tu k  morabayar b iay a  p e rk a ra  dalam kocbua t in ^ c a t  pe “  

r a d i lo n  dan untulc t in ^ c a t  banding seb esa r Rp 110*000»— 

(s e ra tu o  sepu luh  r ib u  ru p iah ) }

Demi k ia n la h  d ipu tuskan  dalam Musyawarah M ajelis

pada h a r i  S I! L A S A "tanggal 27 Nopember 2001 o leh

R.IMAM 1IARXADI|SH« so loku  Ketua M ajelis»  H.30EDARDJI,SH. 

dan 24 SDELABiAN S» SH» M Hum* se lo k u  Hakim-Hakim Ang —

* p u tu o 'o n  m nna d iu c a p k a n  dnl.-un s i d a n g  y a n g  t e r b u k a -  

•U h tu k  umum p a d a  h a r i  i t u  Ju f ia  o l o h  K o tr n  K a j c l i o  t e r s e -

J  ku t  d i a t a s  d e n g a n  d i h a d i r i  HniH m A nggota}  SARDtXN|SH«

P a n i t e r a  P e n g g a n t i  d a n  d e n g a n  t i d a k  d i h a d i r i  o l e h  p ih a k  -  

p ih a k  b o r p e r te a r a  j

H akim  A n g g o ta»  K e tu a  M a j e l i s  »

t td »  t td«

' J

H« SoadnrA.ll* fflll R« Imam Haryodii HH«_

t td *

EM .aofllnmTn a» ffirM aimt
P u n i t o r a  P e n g g a n t i ,  

ttd .

3 a  r  1 m 1 n .  SH.
Bin-Ya- <♦*

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



B ia y a -b ia y a  L 

1 » B lo y a  A d m in is tra s i  

2* M a to ra i p u tu sa n  

3» R edaksi p u tu san  

4* B ia y a  pem berkasan Rp 26«000«—

Rp 75.OOO,- 

Rp 6 «000,— 

Rp 3 .0 0 0 ,-

J umlfth Rp 110*000,- 

( s e r a tu s  sep u lu h  r i b u  ru p ia h )  |

pa n itsra / sekretahis,

t t d

HAJI KiR. SANUSI. SH.
N IP . O4OOI587O.

U ntuk  S a l in a n  Resmi.

P e n g a d ila n  N egeri B an ja rn eg ara

U ntuk S a lin a n  Resmi
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P U T U S A N  
NOMOR: 2806 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H  A G U N G  

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai 
berikut dalam perkara:

SUNTOYO bin ABU SADJANGl, beralamat di Wanadadi, 
Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding ; 

m e l a w a n
SUKIATNO, beralamat di Kelurahan Kutabanjamegara, Kecamatan 

Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 

Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi 
sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada 
pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 30 Juni 1983 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat 
sebesar Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah), 
guna membayar pelunasan pinjaman Penggugat kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Cabang Banjarnegara, pinjaman Penggugat kepada BRI tersebut dengan jaminan tanah 
hak milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 601 Desa 

Kutabanjamegara atas nama Sukiatno (Penggugat);
Bahwa uang pinjaman tersebut oleh Tergugat langsung dibayarkan kepada 

Bank Rakyat Indonesia dan selanjutnya Tergugat yang menerima Sertifikat Hak Milik 
Nomor : 601 yang semula dipegang Bank Rakyat Indonesia sebagai jaminan ;

Bahwa setelah Tergugat melunasi pinjaman Penggugat di BRI tersebut pada 
tanggal 30 |pni 1983 Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat 
pernyataan di atas kertas segel tertanggal 30 Juni 1983, selanjutnya Sertifikat Hak 
Milik Nomor : 601 dipegang oleh Tergugat;

Bahwa pada tanggal 23 Mei 1984 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk 
menandatangani blangko akta jual beli kosong di rumah bapak Abdul Rochim, 
Penggugat menolak menandatangani blangko akta jual beli tersebut, selanjutnya

Penggugat
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Penggugat dibawa oleh Tergugat bersama-sama dengan bapak Abdul Rochim ke Desa 

Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa kemudian di rumah Tergugat, sekali lagi Tergugat memaksa Penggugat 

untuk menandatangani blangko akta jual beli kosong, akhirnya Penggugat terpaksa 

menandatangani blangko akta jual beli kosong tersebut;
Bahwa setelah blangko ditandatangani, kemudian' Penggugat dibawa 

menghadap PPAT Camat Banjarnegara Bapak Soekoyo, BA bersama-sama Teigugat 
dan Bapak Abdul Rochim dihadapan Camat Banjarnegara Penggugat menolak untuk 

menjual tanah hak milik Penggugat yang dikenal dengan sertifikat Nomor :601 desa 

Kutabanjamegara, beserta bangunan yang ada di atasnya, tanah seluas ±  1274 yang 

identitasnya selengkapnya tercatat dalam sertifikat Nomor 601 tersebut;
Bahwa Penggugat menolak untuk menjual tanah hak milik tersebut kemudian* 

Penggugat dibawa oleh Tergugat untuk menghadap Kapolsek Banjarnegara, dihadapan 

Kapolsek Penggugat dipaksa untuk menulis dan menandatangani surat pernyataan di 

atas kertas segel tertanggal 23 Mei 1984 ;

Bahwa berdasarkan surat pernyataan dihadapan Kapolsek tersebut, Camat 

Banjarnegara menandatangani akta jual beli yang sebelumnya telah ditandatangani 

dengan paksa oleh Penggugat yang kemudian akta tersebut bernomor 

No.58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984;
Bahwa dibuatnya akta jual beli tersebut di atas Penggugat melaporkan kepada 

Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjarnegara, dengan permohonan agar tidak 

dilakukan pendaftaran peralihan hak pada sertifikat No.601 karena jual beli tersebut 

cacat dalam kata sepakat yaitu karena adanya paksaan, akan tetapi pendaftaran 

peralihan hak tetap dilakukan sehingga sertifikat hak milik No.601 telah tercatat atas 

nama SUNTOYO (Tergugat) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka akta jual beli 

No.58/V/PPAT/l984 yang dibuat dan ditamtafngani oleh PPAT Camat Banjarnegara 

adalah cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum, demikian pula pendaftaran 

peralihan hak oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjarnegara dari atas nama Sukiatno 

(Penggugat) menjadi atas nama Suntoyo (Tergugat) adalah tidak sah dan harus 
dibatalkan;

Bahwa sampai gugatan ini diajukan tanah hak milik No.601 beserta bangunan 

yang ada di atasnya tetap ditempati dan dikuasai oleh Penggugat, hal ini sebagai bukti 

dan indikasi bahwa jual beli tanah dan ruinah tersengketa tidak melalui prosedur 

sewajarnya dan cacat hukum;

Bahwa.....................
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Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihkan tanah dan rumah tersengketa, 
maka perlu diletakkan sita jaminan atas tanah hak milik No. 601 Desa 
Kutabanjarnegara dan bangunan yang ada diatasnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut. Penggugat mohon kepada Pengadilan 
Negeri Banjarnegara berkenan memeriksa dan memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa akta Nomor : 58/V/PPAT/1984 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh PPAT Camat Banjarnegara tertanggal 28 Mei 1984 tidak sah 
dan batal demi hukum ;

3. Menyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak dalam sertifikat Nomor : 601 Desa 
Kutabanjarnegara dari atas nama SUKIATNO (Penggugat) menjadi atas nama 
SUNTOYO (Tergugat) yang dilakukan oleh Kantor Agraria (Pertanahan) 
Kabupaten Banjarnegara adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik Nomor: 601 Desa 
Kutabanjarnegara kepada Tergugat;

5. Menghukum turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara) untuk 
membatalkan pendaftaran peralihan hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 601 
tertanggal 6 Juni 1984 ;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah hak milik 
Nomor : 601 Desa Kutabanjarnegara dan bangunan yang ada di atasnya ;

7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, 
banding maupun kasasi;

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan 
yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 
mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bfllam Eksepsi:
- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, oleh karena dalam 

fundamentumpetendi tidak menyebutkan letak, luas, jenis/macam tanahnya dan 
batas-batasnya;

Dalam Rekonpensi:
1. Bahwa dengan menggunakan dalil jawaban konpensi di atas Penggugat balik 

adalah sah dari tanah sertifikat tanah hak milik No.601 dan bangunan rumah yang 
ada di atasnya;

2. Bahwa.................

L
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2. Bahwa sejak teijadinya jual beli tanah dan bangunan rumah di atasnya sertifikat 
No.601, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak meminta kepada 
Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mcngosengkzz rumah di atas 
tanah bersertifikat No.601, namun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpens\ 
memberikan kesempatan kepada isteri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil 
yang ditinggal oleh suaminya yaitu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi 
karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyaratan dalam kasus kalau 
tidak salah kasus penipuan atau penggelapan sehingga kami Penggugat 
Rekonpensi/Tergugat Konpensi membiarkan isteri dan anak-anaknya Tergugat 
Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk sementara tetap menempati sampai 
Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ;

3. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi dalam kenyataannya setelah keluar dari 
Lembaga Pemasyarakatan justru tidak mengosongkan rumah di atas tanah 
sengketa, namun justru menceraikan istrinya, dan istri beserta anak-anaknya keluar 
dari rumah termaksud dan selanjutnya Tergugat Rekonensi kawin lagi dan tetap 
menempati rumah di atas tanah sengketa termaksud sehingga oleh karena itu 
Penggugat Rekonpensi mendapat kerugian menikmati pemilihan sebidang tanah 
beserta rumah di atasnya yang bersertifikat No.601, (bukti T.5) ;

4. Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi tersebut butir 3 di atas meminta agar 
Tergugat Rekonpensi untuk:

Segera menyerahkan sebidang tanah dengan nomor sertifikat 601 serta 
mengosongkan rumah yang berdiri di atasnya dan menyerahkan kepada 
Penggugat Rekonpensi; 

b. Memberikan ganti rugi atas kenikmatan Penggugat Rekonpensi yang 
seharusnya sudah menikmati hasil pembelian tanah dan bangunan di atasnya 
yang seharusnya sudah diserahkan sepenuhnya Tergugat Rekonpensi selama + 
13 (tiga belas) tahun terhitung sejak istri pertama beserta anak-anaknya keluar 
dari rumah yang semestinya saat ituliarus dikosongkan + tahun 1987 sampai 
sekarang +13 tahun, sehingga Penggugat Rekonpensi rugi bila dinilai dengan 
uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka berarti 
Tergugat Rekonpensi harus membayar ganti kerugian uang kepada Penggugat 
Rekonpensi Rp.70.000,- X 12 bulan X 13 tahun = Rp. 10.920.000,- (sepuluh 
juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi sampai kini belum melunasi hutang kepada 
Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh

lima.......................
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lima ribu lima belas rupiah) yaitu uang yang dibayarkan oleh Penggugat 
Rekonpensi ke BRI Banjarnegara atas permintaan Tergugat Rekonpensi maka 
Tergugat Rekonpensi wajib melunasi hutangnya sejumlah Rp.3.475.015,- (tiga juta 
empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah), kepada Penggugat 
Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri
Banjarnegara telah mengambil putusan; yaitu putusannya tanggal 30 Mei 2001 No.
38/Pdt.G/2000/PN.Bjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
DALAM KONPENSI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984 

tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak 

Milik No.601/Desa Kutabanjarnegara, dari atas nama Sukiatno al. Kho Kiat Bie 
menjadi atas nama Suntoyo bin Abu Sadjangi yang dilakukan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum (Buitencffect Stellen);

4. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara untuk 
membatalkan pendaftaran peralihan hak atas tanah pada Sertifikat Hak Mifik 
No.601/Desa Kutabanjarnegara tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.601/Desa 
Kutabanjarnegara kepada Turut Tergugat;

6. Menolak gugatan Pengggat untuk selain dan selebihnya ;
DALAM REKONPENSI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat 

Rekonpensi sejumlah Rp.3.475.015,-;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: ,
• Membebankan biaya yang timbul drlam perkara ini kepada Tergugat 

Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.299.500,- (dua ratus sembilan puluh

sembilan
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sembilan ribu lima ratus rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas pemohonan Tergugat/Pembanding \ekh 
diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 27 Nopember 
2001 No.455/Pdt/2001/PT.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 30 Mei 2001 
No.38/Pdt.G/2000/PN.Bjn. yang dimohonkan banding, sehingga amar 
selengkapnya berbunyi:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 28 Mei 1984 No.58/V/PPAT/1984 antara 

Sukiatno Kho Kiat Bie dengan Suntoyo bin Abu Sadjangi batal demi hukum ;
3. Menyatakan SHM No.601 atas nama Suntoyo bin Abu Sadjangi yang diterbitkan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak mempunyai kekuatan 
hukum;

4. Menolak gugatan yang selebihnya ;
DALAM REKONPENSI:
1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya pada Penggugat 

Rekonpensi sebesar Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu 
lima belas rupiah) ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya 

perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar 
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada 
Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 April 2002 kemudian terhadapnya oleh 
Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2002 
sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.04/Pdt.Kas/2002/PN.Bjn., yang 
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, permohonan mana kemudian

disertai
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disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan- 
aiasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 
April 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 02 Mei 2002 
telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan 
jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Banjarnegara pada tanggal 11 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah 
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu 
dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu 
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
1. Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah membatalkan Akta 

Jual beli yang dibuat oleh PPAT, di mana di dalam gugatan konpensi Camat 
Banjarnegara selaku PPAT tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara adalah 
melanggar ketentuan hukum yang berliku, kuena dengan demikian gugatan 
Penggugat adalah cacat hukum dalam subyek perkara ;

2. Bahwa ketentuan hukum mengenai jual beli tanah harus dilakukan di depan PPAT 
dan jelas hal ini telah dilakukan oleh Tergugat konpensi dan Penggugat Konpensi 
di mana para pihak telah datang menghadap PPAT yang waktu itu Camat 
Banjarnegara dan selanjutnya oleh PPAT dibuatkan Akta Jual Beli 
No.58/V/PPAT/1984 dan jelas dengan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan 
pihak pembeli datang sendiri menghadap PPAT, jual beli tersebut jelas secara suka 
rela dan tanpa adanya paksaan dan ini membuktikan bahwa jual beli tanah dan 
rumah antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi yang tertuang dalam 
akta jual beli tanggal 28 Mei 1984 No.58/V/PPAT/1984 adalah sah ;

3. Bahwa harga yang ditawarkan dan telah diakui oleh Penggugat sebesar 
Rp.7.000.000,- sesuai bukti surat pernyataan yang ditulis sendiri dengan tangan 
oleh Penggugat tanggal 23 Mei 1984 di depan Camat Banjarnegara adalah sesuai 
dengan harga umum tahun 1983 di mana harga umum tanah di daerah 
Banjarnegara yang terletak dipinggir jalan ;

4. Bahwa jelas jual beli tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi 
ketentuan tentang jual beli, yaitu terang, harga umum, tidak dipaksa, dan dilakukan

i; di depan............................
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di depan PPAT. Terang karena pihak penjual dan pembeli telah ada kesepakatan 
dan penjual telah mengakui harga umum harga yang telah disepakati sebesar 
Rp.7.000.000,- adalah harga umum tanah di Ulm. 1983, tidak
paksaan, jelas jual beli tersebut tidak ada unsur paksaan, karena baik penjual 
maupun pembelinya dibuatkan Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984, dilakukan di 
depan PPAT jelas karena pihak penjual maupun pembeli telah menghadap yaitu , 
Camat Banjarnegara;

5. Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi kelihatan berat sebelah : 
untuk sahnya alat bukti yang berupa surat di samping bermeterai cukup harus pula 
ditunjukkan aslinya, tetapi dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak 
menunjukkan bukti asli, hanya mengajukan bukti fotocopy saja ;

6. Bahwa sertifikat adalah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah di marta 
sertifikat hak milik No.601 atas nama Pemohon Kasasi diperoleh melalui prosedur 
menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu jual beli dilakukan di depan PPAT 
dengan Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984 tanggal 28 Mei 1984 adalah sah dan 
jelas berkekuatan hukum, dan PBBnyapun sejak tanah berbunyi atas nama 
Pemohon Kasasi yang selalu membayar;

7. Bahwa dengan dibatalkannya jual beli tanah yang telah dilakukan oleh Penggugat 
dengan Tergugat di depat PPAT, berarti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan 
Tinggi seharusnya menegakkan peraturan/hukum, tapi malahan melanggar aturan, 
dengan demikian sebagai pengayom masyarakat sehingga akibatnya masyarakat 
akan menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri apapun cuinya tanpa 
melalui Pengadilan yang ternyata melindungi pihak yang salah ;

8. Bahwa harga tanah tahun 2000 telah menanjak maka Penggugat merekayasa 
dengan dalih yang dibuat buat dan dengan berbagai cara, secara nalar mana ada 
pribadi yang lugu dan beragama memperdaya cina yang berpengalaman? Dan 
ternyata karena kelicikannya berhasil mengecoh Majelis Hakim ;

9. Bahwa untuk lebih jelasnya duduk permasalahan yang sebenarnya adalah 
sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi:

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan
Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan
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dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam 
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya 
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat 
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu 
dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang 
atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 
Undang-Undang No 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- 
Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, tagi pula 
dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex faeti dalam perkara ini bertentangan 
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh 
Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon 
Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini .

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dimliah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 
2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I  
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SL'NTOVO bin ABU 

SADJANGI, tersebut .
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung 

pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2006 oleh H. PARMAN SOEPARMAN, 
SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 
Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan PROF. REHNGENA PURBA, 
SH.MS. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. H. 
MUCHSIN, SH. dan PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS. Hakim-Hakim 
Anggota, SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak 
dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008



' Panitera PeneeantJ

Biava-biava perkara :
1. M e t e r a i
2. R e d a k s 1
3. Administrasi kasasi

J u m l a h

R P £.000,- 

RP- 1.000,- 
BjL493 O O P .  

RP 500.000,-

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH UI, 2008
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